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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Dominasi Karyawan 
IMIP Jadi Lokomotif 
Ekonomi Bahodopi

Lapas Parigi Sita 
Benda Terlarang dari 
Blok Warga Binaan

Srikandi PLN
Terus Berkarya 
untuk Terangi 

Pelosok Negeri

Baca LATIH Hal. 7

Latih Juru Sembelih 
Halal Berbasis 

Kompetensi BNSP

Gubernur Anwar Hafid Lepas 
1.751 Jemaah Haji Sulteng

Baca LAPAS Hal. 7

Baca DOMINASI Hal. 7

Baca PT GNI Hal. 7

Baca SRIKANDI Hal. 7

SULTENG RAYA  - Gubernur Anwar Hafid 
secara resmi melepas 1.751 jemaah haji asal 

Sulawesi Tengah di Asrama Haji Palu, Kamis 
(7/5/2026). Dalam suasana penuh haru dan 

khidmat, Gubernur mengingatkan para calon 
tamu Allah bahwa keberangkatan ke Tanah 
Suci bukan sekadar soal antrean, melainkan 

panggilan langsung dari Allah SWT.

PT GNI Dukung Kegiatan UKW Tingkat Kabupaten Morut

GUBERNUR Anwar Hafid melepas jemaah haji asal Sulawesi Tengah di Asrama Haji Palu, Kamis (7/5/2026). FOTO: BIRO ADPIM

Didampingi jajaran Ke-
menterian Haji dan Umrah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
serta para pendamping haji, 
Anwar Hafid menyampai-
kan rasa syukur karena se-
luruh jemaah dapat berkum-
pul dalam kondisi sehat se-
belum memulai perjalanan 
panjang menuju Balikpapan, 

lalu melanjutkan penerban-
gan ke Makkah dan Madi-
nah.

“Bapak dan Ibu malam ini 
bukan hanya menjalani per-
jalanan biasa. Ini perjalanan 
mulia karena yang mengun-
dang adalah Allah SWT, 
pemilik alam semesta,” ujar 
Anwar Hafid di hadapan 

ribuan jemaah.
Ia menegaskan, banyak 

orang memiliki keinginan 
berhaji, namun tidak semua 
mendapatkan kesempatan 
berangkat. Karena itu, para 
jemaah diminta mensyukuri 
nikmat dan panggilan yang 
telah diberikan Allah SWT 
tahun ini.

SUASANA kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar di Kabupaten Morowali Utara, Jum’at (8/5/2026). FOTO: IST

Baca GUBERNUR Hal. 7

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar pelatihan Juru 
Sembelih Halal (Juleha) berbasis kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai upaya mem-
perkuat ekosistem industri halal di daerah. FOTO: ANTARA/HO-DKISP BANGGAI

BI SULTENG

SULTENG RAYA - Kan-
tor Perwakilan Bank In-
donesia (KPwBI) Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
menggelar pelatihan Juru 
Sembelih Halal (Juleha) ber-
basis kompetensi Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) sebagai upaya mem-
perkuat ekosistem industri 
halal di daerah.

Deputi Kepala Perwaki-
lan Bank Indonesia Sulteng 
Miftachul Choiri dalam ke-
terangannya di Palu, Ka-
mis, mengatakan pelatihan 
tersebut merupakan bagian 
dari program pengemban-
gan ekonomi dan keuangan 
syariah, khususnya dalam 
memperkuat rantai nilai 
halal di daerah.

Ia mengatakan permin-
taan terhadap produk ha-
lal terus meningkat, tidak 
hanya di tingkat nasional 
tetapi juga global. Karena 
itu diperlukan dukungan 
sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi dan 
sertifikasi resmi agar mam-

SULTENG RAYA - Per-
satuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Kabupaten Morowali 
Utara menggelar kegiatan 
Uji Kompetensi Wartawan 
(UKW). Kegiatan ini dibuka 
langsung Bupati Morowali 
Utara Delis Djulkarson Hehi, 
dan dihadiri oleh Ketua PWI 
Sulawesi Tengah Tri Putra 
Toana, Anggota DPD RI 
Febriyanti Hongkiriwang 
bersama Pengurus PWI lain-
nya, Jumat (8/5/2026).

Bupati Morowali Uta-
ra,  Delis Djulkarson Hehi 
dalam sambutannya men-
gatakan UKW merupakan 

kegiatan yang sangat baik 
dalam meningkatkan kuali-
tas wartawan. Kualitas war-
tawan yang mumpuni dapat 
berperan dalam memajukan 
pembangunan Daerah.

Ia mengatakan peran me-
dia dalam memajukan pem-
bangun sangat krusial, ma-
sukan dan kritikan dari para 
wartawan yang disampaikan 
melalui media sering kali 
menjadi referensi dan data 
berharga bagi Bupati untuk 
mengambil keputusan yang 
lebih tepat sasaran.

BARANG bukti hasil razia di lapas Kelas III Parigi, Jumat 
(8/5/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Suasana di dalam blok 
hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi 
mendadak berubah, Jumat pagi (8/5/2026). Saat 
sebagian warga binaan masih beraktivitas seperti 
biasa, petugas lapas bersama aparat kepolisian ber-
gerak cepat melakukan razia mendadak di seluruh 
blok hunian.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upa-
ya memperkuat pengawasan sekaligus menjaga 
keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasy-
arakatan agar tetap kondusif dan bebas dari ba-
rang-barang terlarang.

Kepala Lapas Kelas III Parigi, Fentje Mamirahi 
mengatakan, razia dilakukan secara menyeluruh 
dengan pengawalan langsung dari personel Polres 
Parigi Moutong.

“Seluruh blok digeledah dengan pengawalan 
langsung pihak Polres Parigi Moutong, demi 
keamanan dan ketertiban di dalam lapas tetap 
terjaga,” ujarnya.

RIBUAN karyawan di kawasan IMIP mengenakan seragam alat 
pelindung diri lengkap berjalan sepulang jam kerja. Mobilitas 
para pekerja menjadi pemandangan harian dari ritme industri 
yang terus bergulir. FOTO: DOK. IMIP

SULTENG RAYA — Kehadiran kawasan Indo-
nesia Morowali Industrial Park (IMIP) tak hanya 
sebagai pusat aktivitas hilirisasi nikel nasional, 
tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan 
ekonomi lokal dan regional. Hal ini tercermin dari 
tingginya aktivitas konsumsi harian yang didomi-
nasi oleh tenaga kerja usia produktif di kawasan 
yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Morowali.

Karakteristik mayoritas karyawan produktif di 
kawasan IMIP berada pada rentang usia 26–35 
tahun. Dari survei perputaran ekonomi di Keca-
matan Bahodopi diketahui, proporsi mereka men-
capai 56,4 persen dari total responden. Komposisi 
demografis ini menunjukkan bahwa kawasan IMIP 
didukung kelompok usia produktif yang aktif seca-
ra ekonomi, dengan kecenderungan tingkat belanja 
kebutuhan harian yang tinggi dan stabil.

Karakteristik usia produktif berimplikasi langs-
ung pada pola pengeluaran. Survei yang dilakukan 
tim Research and Support Departemen Secretariat 
General Affair PT IMIP mencatat, 98,4 persen 
responden mengalokasikan pengeluaran mereka 

PARA Srikandi PLN di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai, 
membuktikan bahwa dedikasi dan profesionalisme perempu-
an menjadi pilar penting dalam menjaga keandalan pasokan 
listrik. FOTO : PLN UP3 LUWUK

SULTENG RAYA – Masih dalam rangka mem-
peringati Hari Kartini tahun 2026, PT PLN (Persero) 
melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 
Luwuk menegaskan komitmennya dalam mendu-
kung kesetaraan gender di lingkungan kerja. Para 
Srikandi PLN (sebutan untuk pegawai perempuan 
PLN) di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai, 
membuktikan bahwa dedikasi dan profesionalisme 
perempuan menjadi pilar penting dalam menjaga 
keandalan pasokan listrik.

Momentum Hari Kartini tahun ini menjadi reflek-
si atas kiprah nyata perempuan di sektor ketenaga-
listrikan. Tidak hanya berperan di balik meja admi-
nistratif, para Srikandi PLN terjun langsung dalam 
memastikan operasional lapangan dan kualitas 
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SULTENG RAYA - Keba-
karan lahan pohon sagu ter-
jadi di kawasan Uwe Gusu, 
Kelurahan Mamboro, Keca-
matan Palu Utara, Kota Palu, 
Kamis (7/5/2026) sekira pu-
kul 14.00 Wita. Kobaran api 
yang cepat membesar akibat 
cuaca terik dan tiupan angin 
kencang merembet hingga 
membakar satu unit rumah 
semi permanen milik warga.

Rumah yang terbakar di-
ketahui milik Nurwiah (48), 
seorang ibu rumah tangga 
yang tinggal di kawasan 
Uwe Gusu. Kapolsek Ta-
waeli, Iptu Zulham Abdil-
lah, S.Sos., menyampaikan 
bahwa api pertama kali di-
ketahui oleh seorang warga 

bernama Jeddah (42), nela-
yan asal Huntap Mandiri 
Mamboro. Saat itu saksi me-
lihat asap putih mengepul 
dari arah lahan sagu sekitar 
60 meter dari permukiman 
warga.

“Berdasarkan keteran-
gan saksi, api dengan cepat 
membesar akibat angin ken-
cang dan merembet hingga 
membakar rumah semi per-
manen milik warga yang 
berada tidak jauh dari lokasi 
kebakaran,”ujarnya. 

Warga sekitar bersama 
penghuni Huntap Mandiri 
sempat berupaya melaku-
kan pemadaman meng-
gunakan alat seadanya serta 
menebang pohon pisang di 

sekitar lokasi guna mence-
gah api semakin meluas.

Sekira pukul 14.25 Wita, 
dua unit mobil pemadam 
kebakaran dari UPTD Dam-
kar Kecamatan Tawaeli tiba 
di lokasi kejadian, disus-
ul tiga unit Damkar Kota 
Palu dan satu unit Damkar 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Api akhirnya berhasil di-
padamkan sekitar pukul 
16.35 Wita.

Tidak ada korban jiwa 
maupun korban luka dalam 
peristiwa tersebut. Namun 
kerugian material akibat 
kebakaran diperkirakan 
mencapai Rp10 juta. Zulham 
juga mengimbau masya-
rakat agar tidak membuka 

lahan dengan cara memba-
kar karena berisiko memi-
cu kebakaran yang dapat 
meluas hingga ke kawasan 
permukiman.

“Kami mengimbau masy-
arakat untuk tidak mela-
kukan pembakaran lahan, 
terutama saat cuaca panas 
dan angin kencang, karena 
sangat membahayakan ling-
kungan serta keselamatan 
warga,”tegas kapolsek. 

Berdasarkan informasi di 
lokasi kejadian, api diduga 
berasal dari pembakaran 
rumput kering di area kebun 
yang berada di sebelah utara 
hutan sagu. Polisi masih me-
lakukan pendalaman terkait 
dugaan tersebut. AMR

PEMADAM kebakaran, saat berjibaku memadamkan api yang membakar lahan di Kelurahan Mamboro, Kamis (7/5/2026). FOTO: DOK.

POLSEK TAWAELI

SULTENG RAYA - Satuan Re-
serse Narkoba Polresta Palu kem-
bali mengungkap kasus dugaan 
peredaran narkotika jenis sabu di 
wilayah Kota Palu. Seorang pria 
berinisial S berhasil diamankan 
aparat saat berada di Jalan Dr.Wa-
hidin, Lorong Bakso, Kelurahan 
Besusu Barat, Kecamatan Palu 
Timur, Jumat (8/5/2026) sekitar 
pukul 17.30 Wita.

Kasat Resnarkoba Kompol Us-
man mengatakan penangkapan 
dilakukan setelah pihaknya mene-
rima informasi masyarakat terkait 
dugaan aktivitas transaksi nar-
kotika yang dilakukan pelaku di 
wilayah Kota Palu.

“Anggota Satresnarkoba langs-
ung melakukan penyelidikan sete-
lah menerima informasi dari masy-
arakat. Dari hasil pengembangan di 
lapangan, tim berhasil mengaman-
kan seorang pria berinisial S beserta 
sejumlah barang bukti yang diduga 
narkotika jenis sabu,”ujar Usman.

Dalam proses penggeledahan 
badan dan rumah pelaku, polisi 
menemukan 16 paket diduga sabu 

dengan berat bruto 3,143 gram. Se-
lain itu, turut diamankan satu lem-
bar plastik klip kosong, alat hisap 
sabu, satu dus rokok warna oranye, 
serta satu unit telepon genggam. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
awal, pelaku diduga memperoleh 
sabu dari seseorang berinisial N 
yang berada di wilayah Kayuma-
lue untuk dikonsumsi dan dijual 
kembali di Kota Palu.

Usman menegaskan pihaknya 
akan terus mempersempit ruang 
gerak pelaku peredaran narko-
ba di wilayah hukum Polresta 
Palu. “Kami akan terus menindak 
penyalahgunaan dan peredaran 
narkotika di Kota Palu. Siapa pun 
yang terlibat akan kami tindak te-
gas sesuai hukum yang berlaku,” 
tegasnya.

Saat ini pelaku telah diamankan 
di Kantor Satresnarkoba Polresta 
Palu guna menjalani pemeriksaan 
lebih lanjut. Polisi juga tengah 
melengkapi administrasi penyi-
dikan, melakukan tes urine, serta 
mengembangkan jaringan pemasok 
narkotika tersebut. AMR

Pengedar Sabu 
Diciduk, Belasan 

Paket Disita 

Kebakaran Lahan 
Merembet ke Rumah 

Warga di Mamboro

SULTENG RAYA — Dalam rang-
ka menjaga stabilitas keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kamtibmas), 
personel Satuan Samapta Polresta 
Palu melaksanakan patroli rutin di 
sejumlah titik strategis dan lokasi 
vital yang berada di wilayah Kota 
Palu, Jumat (8/5/2026).

Patroli tersebut menyasar kawasan 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan, 
terminal, pertokoan, objek vital, 
perbankan, pemukiman warga, serta 
sejumlah titik keramaian masyarakat 
lainnya yang dinilai rawan terjadinya 
gangguan kamtibmas.

Kegiatan patroli dilaksanakan 
secara mobile dan dialogis den-
gan tujuan mencegah terjadinya 
tindak pidana seperti pencurian, 
premanisme, balap liar, peredaran 
minuman keras, hingga berba-
gai bentuk gangguan keamanan 
lainnya yang dapat meresahkan 
masyarakat.

Kasat Samapta AKP Fadli, S.H, 
mengatakan, pelaksanaan kegiatan 
patroli tersebut sebagai bagian dari 

langkah preventif kepolisian dalam 
menciptakan rasa aman di tengah 
masyarakat.

Menurutnya, kehadiran personel 
Polri di lapangan merupakan bentuk 
pelayanan nyata kepada masyarakat 
guna memastikan situasi keamanan 
di wilayah hukum Polresta Palu tetap 
aman dan kondusif.

“Patroli rutin ini merupakan salah 
satu langkah preventif kepolisian 
dalam mencegah potensi gangguan 
kamtibmas. Personel kami hadir di 
tengah masyarakat untuk memberi-
kan rasa aman sekaligus memantau 
secara langsung situasi di lapangan,” 
ujar Fadli.

Ia menambahkan, patroli tidak 
hanya difokuskan pada penga-
wasan situasi keamanan, tetapi 
juga sebagai sarana membangun 
komunikasi dan kedekatan antara 
Polri dengan masyarakat. Dalam 
pelaksanaannya, personel Samapta 
turut memberikan imbauan kamtib-
mas kepada pedagang, pengunjung 
pasar, petugas keamanan, serta 

masyarakat agar tetap meningkat-
kan kewaspadaan terhadap potensi 
tindak kriminalitas.

Selain itu, masyarakat juga diim-
bau untuk selalu menjaga ketertiban 
umum, tidak mudah terprovokasi 
oleh informasi yang belum tentu be-
nar, serta segera melaporkan kepada 
pihak kepolisian apabila menemukan 
aktivitas mencurigakan maupun 
gangguan keamanan di lingkungan 
sekitar.

Patroli yang dilakukan secara 
rutin dan berkesinambungan terse-
but mendapat respons positif dari 
masyarakat. Kehadiran aparat kepo-
lisian di lokasi aktivitas warga dinilai 
mampu memberikan rasa aman 
dan nyaman, khususnya bagi para 
pedagang dan pengunjung pasar 
yang menjalankan aktivitas ekonomi 
sehari-hari.

Polresta Palu menegaskan komit-
mennya untuk terus meningkatkan 
kegiatan patroli dan pelayanan 
kepolisian lainnya demi menjaga 
Kamtibmas di Kota Palu. AMR

SULTENG RAYA – Sa-
tuan Binmas (Sat Binmas) 
Polres Tojo Una-Una terus 
bergerak memperkuat sis-
tem pengamanan swakarsa 
di tingkat desa. Pada Jumat 
(8/5/2026) pagi, tim penilai 
menyambangi Pos Satkam-
ling Desa Sabo, Kecamatan 
Ampana Tete, untuk me-
lakukan evaluasi dalam 
rangka Lomba Satkamling 
tingkat Polres.

Tim yang dipimpin langs-
ung oleh Kasat Binmas Pol-
res Tojo Una-Una, AKP 
Agus Habibie, tiba di lokasi 
sekitar pukul 09.30 WITA. 
Kehadiran tim disambut 
hangat oleh Bhabinkamtib-
mas Desa Sabo, Aipda David 
Yusuf, Ketua Linmas Bapak 
Rustam, serta jajaran petu-
gas ronda setempat.

Dalam penilaian tersebut, 

tim melakukan pemeriks-
aan mendalam terhadap 22 
kriteria standar keamanan. 
Fokus pemeriksaan meli-
puti kondisi fisik bangunan, 
kelengkapan administrasi 
seperti buku mutasi dan jad-
wal ronda, hingga ketersedi-
aan sarana tanggap darurat, 
mulai dari alat pemadam api 
ringan, kotak P3K, hingga 
peralatan komunikasi.

Agus menegaskan bahwa 
kegiatan ini bukan sekadar 
kompetisi formal, melainkan 
upaya nyata untuk meng-
hidupkan kembali budaya 
ronda dan memperkuat 
peran masyarakat sebagai 
mitra Polri.

“Kami ingin memotivasi 
warga agar lebih aktif men-
jaga lingkungannya. Pos 
yang ideal tidak hanya harus 
bersih, tetapi wajib memiliki 

kesiapan sarana pendukung 
seperti senter, borgol, hing-
ga alat pemadam sederhana 
agar siap menghadapi situa-
si darurat,” ujar Agus. 

Selain fisik dan peralatan, 
aspek kedisiplinan admi-
nistrasi juga menjadi poin 
krusial. Menurut Agus, 
pendokumentasian melalui 
buku mutasi sangat penting 
agar setiap dinamika keama-
nan di desa dapat terpantau 
dan dikoordinasikan secara 
cepat dengan Bhabinkam-
tibmas.

Melalui penilaian ini, 
Polres Tojo Una-Una ber-
harap Desa Sabo dan de-
sa-desa lainnya dapat terus 
konsisten menjaga standar 
keamanan lingkungan seca-
ra mandiri demi terciptanya 
kondusivitas wilayah yang 
berkelanjutan. AMR

SEJUMLAH personel Polres Touna, saat meninjau kesiapan satkamling warga di Kecamatan Ampa-
na Tete, Jumat (8/5/2026). FOTO:HUMAS POLRES TOUNA

Polres Touna Nilai Kesiapan 
Satkamling di Ampana Tete

SEJUMLAH personel Samapta Polresta Kota Palu, saat melaksanakan patroli di salah satu pasar di Kota Palu, Jumat (8/5/2026). FOTO: IST 

Personel Samapta 
Intensifkan Patroli di Pasar

POLISI saat mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu yang disita 
dari tersangka S, di Jalan Dr.Wahidin,Kota Palu, Jumat (8/5/2026). FOTO:SATRE-

SNARKOBA PALU 
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Tema ini mengandung 
makna pentingnya menjaga 
pikiran tetap tenang, fokus, 
dan sadar terhadap lingkun-
gan sekitar sebagai upaya 
untuk terhindar dari risiko 
kecelakaan di jalan.

Kegiatan ini telah dilaksa-
nakan pada 25 April 2026 
bertempat di Pasar Kopi ID 
Kota Palu, dengan mengha-
dirkan narasumber dari ber-
bagai latar belakang, yaitu 
Aipda Maryanti dari Satlan-
tas Polresta Palu, Ade Sintya 
Indrayani, S.Psi., M.Psi., 
Psikolog selaku Associate 
Psikolog dari Bincang Psi-
kologi sekaligus psikolog 
klinis Puskesmas Singgani, 
serta Safety Riding Instruc-
tor Honda. 

Materi disampaikan se-
cara interaktif dan menarik, 
khususnya ditujukan bagi 
perempuan. Sebanyak 60 pe-
serta perempuan turut ambil 
bagian dalam kegiatan ini, 
yang terdiri dari komunitas 
pengguna Honda Scoopy 
serta perwakilan mahasiswi 
dari berbagai kampus di 
Kota Palu. 

Seminar ini bertujuan un-
tuk meningkatkan kesada-
ran akan pentingnya kesela-
matan berkendara, terutama 
bagi perempuan yang aktif 
dalam mobilitas sehari-hari.

Materi yang disampai-
kan mencakup teknik dasar 
safety riding, pentingnya 
penggunaan perlengkapan 
berkendara, serta bagaima-
na mengelola emosi dan 
menjaga fokus saat berken-
dara. 

Pendekatan ini diharap-
kan mampu memberikan 
pemahaman menyeluruh, 
tidak hanya dari sisi teknis, 
tetapi juga dari aspek psi-
kologis pengendara. Selain 
sesi edukasi, kegiatan ini 
juga dimeriahkan dengan 
berbagai aktivitas interaktif 
dan hadiah menarik bagi 
peserta. 

Panitia turut menghadir-
kan challenge pembuatan 
konten melalui platform 
Instagram dan TikTok, di 
mana peserta diajak memba-
gikan pengalaman mereka 
selama mengikuti seminar. 
Konten tersebut diharap-
kan dapat menjadi media 
kampanye positif dalam 
menyebarkan pesan kesela-
matan berkendara kepada 
masyarakat luas.

Yusman, Safety Riding 
Instructor Honda Anugerah 
Perdana Sulawesi Tengah, 
menyampaikan bahwa ke-
giatan ini menjadi bagi-
an dari komitmen Honda 
dalam mengedukasi masya-
rakat, khususnya perempu-
an, untuk lebih sadar akan 
pentingnya keselamatan di 
jalan.

“Melalui Seminar Sa-
fety Riding Hari Kartini 
2026 dengan tema ‘Zen on 
Wheels’, kami berharap para 
peserta mampu memaha-
mi pentingnya berkendara 
dengan tenang, fokus, dan 
penuh kesadaran. Kegiatan 
ini tidak hanya menjadi 
ajang edukasi, tetapi juga 
wadah inspirasi bagi pe-
rempuan untuk menjadi 

PESERTA edukasi keselamatan berkendara dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 melalui seminar bertajuk “Zen on Wheels, 
pada 25 April 2026 di Pasar Kopi ID Kota Palu. FOTO: DOK HONDA SULTENG

SEMINAR SAFETY RIDING KARTINI ZEN ON WHEELS

Honda Sulteng Ajak 
Perempuan Berkendara 

dengan Tenang dan Fokus

SULTENG RAYA — Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor dan suku 
cadang Honda di Sulawesi Tengah (Sulteng), 
kembali menggelar kegiatan edukasi kesela-
matan berkendara dalam rangka memperin-
gati Hari Kartini 2026 melalui seminar ber-
tajuk “Zen on Wheels.”

pelopor keselamatan berlalu 
lintas serta menyebarkan 
budaya berkendara aman 
di lingkungan sekitarnya,” 
ujarnya.

Dengan konsep yang san-
tai namun sarat makna, se-
minar ini diharapkan mam-
pu memberikan pengalaman 
berbeda bagi para peserta se-
kaligus memperkuat peran 
perempuan dalam mencip-
takan budaya berkendara 
yang aman.

Momentum Hari Kartini 
menjadi pengingat bahwa 
perempuan masa kini tidak 
hanya berani dan mandiri, 
tetapi juga cerdas dalam 
menjaga keselamatan diri. 
Melalui semangat #Cari_
Aman, Honda Sulteng terus 
mendorong lahirnya perem-
puan-perempuan inspira-
tif yang mampu menjadi 
agen perubahan dalam ke-
selamatan berlalu lintas di 
masyarakat.*/YAN

SULTENG RAYA - Kepala Divisi Hu-
bungan Masyarakat Polri, Jonny Eddizon 
Isir, memberikan piagam penghargaan 
kepada Bidang Humas Polda Sulawesi 
Tengah peringkat ke III atas keaktifan 
dalam pengiriman konten ke platform Pol-
ri TV untuk Zona “B” dan peringkat ke III 
keaktifan Cipta Trending Topik Zona “B”.

Kedua penghargaan tersebut, diserah-
kan dalam rangka kegiatan Rapat Kerja 
Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 
Anggaran 2026 yang berlangsung di Ja-
karta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Divisi Humas Polri ini digelar selama tiga 
hari, mulai tanggal 13-15 April 2026.

Rakernis tahun ini mengusung tema 
“Optimalisasi Komunikasi Publik dalam 
Manajemen Media,” yang menekankan 
pentingnya peran strategis kehumasan 
dalam membangun citra institusi Polri 
yang presisi dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Bidhumas 
Polda Sulawesi Tengah dinilai berhasil 
menunjukkan konsistensi dan produktivi-
tas dalam menyampaikan informasi publik 
melalui kanal resmi Polri TV dan keaktifan 
Cipta Trending Topik di media sosial.

Keaktifan tersebut dinilai menjadi ba-
gian penting dalam mendukung transpa-
ransi serta keterbukaan informasi kepada 
masyarakat.

Irjen Pol Jonny Eddizon Isir menyam-

paikan bahwa optimalisasi komunikasi 
publik merupakan salah satu kunci dalam 
menyukseskan program kerja Polri dan 
pemerintah.

Hal ini juga sejalan dengan upaya 
mendukung program prioritas nasional, 
termasuk agenda besar pemerintah dalam 
kerangka “Asta Cita” Presiden Republik 
Indonesia tahun 2026.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, 
Kombes Pol Djoko Wienartono mengapre-
siasi kerja keras seluruh personel Bidhu-
mas Polda Sulteng yang telah berkontri-
busi aktif dalam produksi dan distribusi 
konten informasi publik.

Kabid Humas juga berharap capaian 
tersebut dapat menjadi motivasi untuk 
terus meningkatkan kinerja, profesiona-
lisme, serta kualitas pelayanan informasi 
kepada masyarakat.

Menurutnya, penghargaan ini bukan 
hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga 
tanggung jawab untuk terus mengha-
dirkan informasi yang akurat, cepat, dan 
terpercaya.

Rakernis Humas Polri 2026 diharapkan 
mampu memperkuat sinergi antar satuan 
kerja kehumasan di seluruh Indonesia, 
sekaligus meningkatkan kualitas penyam-
paian informasi publik yang lebih efektif 
dan berorientasi pada kebutuhan masya-
rakat.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  - 
Panglima Kodam (Pangdam) 
XXIII/Palaka Wira (PW), 
Mayor Jenderal TNI J. Binsar 
P. Sianipar secara resmi 
membuka Turnamen Bu-
lutangkis Piala Pangdam 
XXIII/Palaka Wira Tahun 
2026 yang digelar di GOR 
Sentral Sport Palu, Sabtu 
(2/5/2026).

Turnamen ini diikuti seba-
nyak 287 atlet yang berasal 
dari lima kabupaten dan 
satu kota di wilayah terito-
rial Kodam XXIII/Palaka 
Wira. Kegiatan akan ber-
langsung selama lima hari, 
mulai tanggal 2-6 Mei 2026.

Pada Kegiatan pembu-
kaan turnamen ini turut 
dihadiri Pejabat Forkopim-
da Prov. Sulawesi Tengah, 
Perwakilan KONI, Ketua 
dan Sekretaris PBSI Sulawesi 
Tengah, Kasdam XXIII/
Palaka Wira, Danrem 132/
Tadulako, para pejabat uta-
ma (PJU) Kodam XXIII/
Palaka Wira, jajaran Balak-
dam, prajurit, serta Persit 
Kartika Chandra Kirana 
Daerah XXIII/Palaka Wira.

Dalam sambutannya, 
Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan rasa 
syukur atas terselenggara-
nya Turnamen Bulutangkis 
Piala Pangdam XXIII/Pala-

ka Wira serta menegaskan 
bahwa turnamen ini tidak 
hanya menjadi ajang kom-
petisi olahraga semata, teta-
pi juga bagian dari upaya 
bersama dalam mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia, khususnya genera-
si muda yang sehat, disiplin, 
dan berkarakter.

“Sejalan dengan visi TNI 
Angkatan Darat sebagai 
institusi yang profesional, 
modern, tangguh, dan di-
cintai rakyat, kegiatan ini 
merupakan wujud nyata 
kepedulian TNI AD dalam 
membina potensi generasi 
muda di bidang olahraga,” 
ujar Pangdam.

Lebih lanjut, Pangdam 
menjelaskan bahwa turna-
men ini juga diselenggara-
kan dalam rangka menyam-
but Hari Pendidikan Nasio-
nal yang diperingati setiap 2 
Mei, sekaligus mendukung 
program Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah, “Be-
rani Sehat”, sebagai upaya 
meningkatkan kualitas ke-
sehatan masyarakat melalui 
pengembangan dan pembu-
dayaan olahraga.

Di akhir sambutannya, 
Pangdam menyampaikan 
apresiasi kepada seluruh 
panitia, sponsor, dan pihak 
terkait atas terselenggara-

S U L T E N G  R A Y A  - 
Musyawarah Daerah (Mus-
da) V Keluarga Besar Putra 
Putri Polri (KBPP Polri) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
(Sulteng) resmi dibuka pada 
Rabu (29/4/2026) pagi di 
Aula Torabelo Polresta Palu.

Kegiatan tersebut dibuka 
langsung oleh Wakapolda 
Sulawesi Tengah, Brigjen 
Pol Helmi Kwarta Kusu-
ma Putra Rauf, yang juga 
bertindak sebagai pembina 
organisasi KBPP Polri di 
wilayah Sulteng.

Acara ini turut dihadiri 
Ketua Umum KBPP Polri 
Evita Nursanty, Sekretaris 
Jenderal Paul Oroh, unsur 
Forkopimda atau perwaki-
lan, jajaran pengurus pusat 
dan daerah, serta perwaki-
lan pemerintah dan organi-
sasi kemasyarakatan.

Dalam laporan panitia 
disebutkan, Musda V ini 
digelar sebagai tindak lan-
jut berakhirnya masa bakti 
kepengurusan periode 2020–
2025 berdasarkan keputusan 
Pimpinan Pusat KBPP Polri.

Forum tersebut diikuti 
oleh unsur pimpinan pu-
sat, pembina, penasehat, 
pengurus daerah hingga 
perwakilan pengurus resor 
dari seluruh wilayah Sula-
wesi Tengah.

Pelaksanaan Musda ini 
bertujuan untuk memper-
kuat konsolidasi organisasi, 
meningkatkan sinergitas 
dengan Polri dan pemerin-
tah daerah, serta memilih 
dan menetapkan kepen-
gurusan baru untuk periode 
2026–2031.

Dalam sambutannya, 
Wakapolda Sulteng me-
negaskan bahwa Musda V 
memiliki makna strategis 
sebagai forum evaluasi dan 
konsolidasi organisasi, se-
kaligus menentukan arah 
kebijakan ke depan.

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayor Jenderal TNI J. Binsar P. 
Sianipar (berdiri kiri) saat membuka Turnamen Bulutangkis Pia-
la Pangdam XXIII/Palaka Wira Tahun 2026 yang digelar di GOR 
Sentral Sport Palu, Sabtu (2/5/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam 2026 Mulai Bergulir

nya kegiatan Turnamen 
Bulutangkis Piala Pangdam 
XXIII/Palaka Wira. 

Dirinya juga berpesan 
kepada seluruh peserta agar 

bertanding dengan menjun-
jung tinggi nilai sportivitas, 
disiplin, dan fair play.

Adapun kategori yang 
dipertandingkan meliputi 

WAKAPOLDA Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf, saat sambutan dalam pembukaan Musda V KBPP Polri 
Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (29/4/2026) pagi di Aula Torabe-
lo Polresta Palu. FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Musda V KBPP Polri Sulteng Resmi Dibuka, 
Perkuat Konsolidasi dan Sinergi Organisasi

Ia menyoroti bahwa di 
tengah dinamika global dan 
tantangan sosial yang sema-
kin kompleks, KBPP Polri 
dituntut untuk adaptif, so-
lid, serta mampu melahirkan 
sumber daya manusia yang 
unggul dan berintegritas.

“KBPP Polri harus terus 
memperkuat peran sebagai 
mitra strategis Polri dalam 
menjaga stabilitas kam-
tibmas serta mendukung 
implementasi Polri Presisi 
menuju Indonesia Maju,” 
ujarnya.

Lebih lanjut, ia mene-
gaskan komitmen Polda 
Sulawesi Tengah dalam 
memberikan dukungan 
maksimal agar KBPP Polri 
terus berkembang menjadi 
organisasi yang profesional 
dan bermanfaat bagi masy-
arakat. Wakapolda juga 
berharap Musda ini mampu 
menghasilkan kepemimpi-
nan yang amanah, program 
kerja yang realistis dan im-
plementatif, serta keputusan 
yang visioner.

Sementara, Kabid Hu-
mas Polda Sulteng, Kom-
bes Pol Djoko Wienartono, 
menyampaikan bahwa pe-
laksanaan Musda V KBPP 
Polri ini merupakan momen-

tum penting dalam mem-
perkuat peran organisasi 
sebagai bagian dari keluarga 
besar Polri.

Menurutnya, KBPP Polri 
memiliki posisi strategis 
dalam mendukung tugas-tu-
gas kepolisian, khususnya 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
serta mendorong percepatan 
pembangunan daerah di 
Sulawesi Tengah.

“Kami berharap melalui 
Musda ini, akan lahir ga-
gasan-gagasan konstruktif 
serta kepengurusan yang 
solid dan mampu membawa 
KBPP Polri semakin maju, 
profesional, dan berkont-
ribusi nyata bagi masyara-
kat,” katanya.

Ia juga menambahkan 
bahwa sinergi antara KBPP 
Polri, Polri, dan seluruh 
elemen masyarakat harus 
terus diperkuat guna men-
ciptakan situasi kamtibmas 
yang kondusif.

“Semoga seluruh rang-
ka ian  Musda  ber ja lan 
lancar dan menghasilkan 
keputusan terbaik demi 
kemajuan organisasi serta 
memberikan manfaat luas 
bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah,” harapnya.*/YAT

tunggal putra dan putri 
anak-anak, pemula, remaja, 
ganda, hingga ganda putra 
prestasi, serta kelas B, C, dan 
eksekutif. Seluruh pertan-
dingan dipimpin oleh wasit 
nasional di bawah naungan 
Pemprov guna menjamin 
pelaksanaan yang profesio-
nal dan sportif.

Sementara itu, Ketua PBSI 
Sulawesi Tengah, Gufran 
Ahmad, berharap kegiatan 
serupa dapat terus digelar 
secara rutin guna mening-
katkan kualitas serta prestasi 
atlet bulutangkis di Sulawesi 
Tengah.

kegiatan ini, diharapkan 
olahraga bulutangkis di 
Sulawesi Tengah semakin 
berkembang dan mampu 
melahirkan atlet-atlet ung-
gulan di masa mendatang.*/
YAT

BIDHUMAS POLDA SULTENG

Raih Penghargaan Polri TV 
dan Cipta Trending Topik Zona B
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Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Haji dan Um-
rah (Kemenhaj) NTB sekali-
gus Ketua PPIH Embarkasi 
Lombok, Lalu Muhamad 
Amin, membenarkan ada 
satu orang calon  haji setem-
pat tidak diberi izin masuk 
Arab Saudi. 

"Calon haji bersangkutan 
berasal dari kloter 5 Kota 
Mataram," ujarnya di Asra-
ma Haji NTB di Mataram, 
Jumat  pekan 
lalu. Ia men-
gatakan, ca-
lon haji ter-
sebut di-
k e t a h u i 
p e r n a h 
m e -
laksa -
nakan 
um-

rah pada 2017, namun tidak 
langsung kembali ke Tanah 
Air usai melaksanakan um-
rah. Jamaah tersebut, tetap 
tinggal di Arab Saudi den-

gan alasan ingin menunggu 
pelaksanaan ibadah haji, 
sehingga menyalahi izin 
tinggal. 

"Saat sampai di Arab Sau-
di terdeteksi sidik jarinya 
pernah mendapatkan sanksi 
sehingga imigrasi setempat 
menerapkan pembatasan 
masuk selama 10 tahun,"u-
jar dia.

Menurut dia, ke-
putusan laran-

gan masuk 
a d a l a h 
o t o r i t a s 
p e n u h 
imigras i 
negara tu-
juan, yakni 

alasan keamanan. "Sistem 
pemeriksaan di negara lain 
dapat mendeteksi riwayat 
dan sidik jari yang tidak 
diketahui oleh otoritas lokal 

Ditolak Saudi, 
Seorang Jemaah 

Haji Asal Indonesia 
Dipulangkan

SULTENG RAYA - Seorang calon jamaah 
haji Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Ba-
rat ditolak masuk oleh Pemerintah Kerajaan 
Arab Saudi, lantaran alasan keamanan. Yang 
bersangkutan dilaporkan telah melanggar 
prosedur keimigrasian di negara tersebut.

karena tidak terintegrasi an-
tara sistem imigrasi di kita 
dan luar negeri," kata Lalu 
Amin. Oleh karena itu, Lalu 
Amin menyatakan, meski 
tidak ditemukan masalah 
pada saat keberangkatan di 
Indonesia, imigrasi negara 
tujuan berwenang menolak 
masuk jika catatan menun-
jukkan ada persoalan.

Amin menambahkan, saat 
ini calon haji telah kembali 
setelah dipulangkan Arab 
Saudi dan diserahkan ke-
pada keluarganya di Mata-
ram dan dalam kondisinya 
aman. Pasca-kejadian ter-
sebut, pihaknya mengim-
bau kepada jamaah untuk 
jujur melaporkan kondisi/
persoalan kepada pihak 
penyelenggara agar tidak 
diambil tindakan sepihak 
tanpa verifi kasi.

"Setelah masa black-
list (sanksi) berakhir, ja-
maah dapat melanjutkan 
proses keberangkatan 
seperti calon haji biasa 

meski tidak ada prioritas 
khusus,"kata dia.

Kendati demikian, 
bagi jamaah yang di-
pulangkan tersebut, 
diwajibkan mengem-
balikan biaya yang 

dikeluarkan terkait 
tiket. Sedangkan, 
proses administra-
si akan kembali 
ke tahap awal 
termasuk pelu-
nasan dan per-

baikan legali-
tas oleh yang 

b e r s a n g -
k u t a n 

s e b e -
l u m 
dapat 
d i b e -
r a n g -
katkan 

lagi.

"Pembiayaan yang sudah 
dibayarkan sebelumnya 
akan diproses ulang sesuai 
status (batal/tunda) dan 
penyusunan ulang paket 
keberangkatan bila diper-
lukan," katanya. 

Diketahui jumlah jamaah 
haji Embarkasi Lombok, 
NTB yang sudah tiba di 
Arab Saudi sebanyak 2.722 
orang. 

Berdasarkan laporan Pe-
tugas Penyelenggara Iba-
dah Haji (PPIH) Embarkasi 
Lombok per 30 April 2026, 
seluruh jamaah diberang-
katkan bersama 28 petugas 
pendamping, sehingga to-
talnya 2.750 orang.RPB

Mataram," ujarnya di Asra-
ma Haji NTB di Mataram, 
Jumat  pekan 
lalu. Ia men-
gatakan, ca-
lon haji ter-
sebut di-
k e t a h u i 
p e r n a h 
m e -
laksa -
nakan 
um-

putusan laran-
gan masuk 
a d a l a h 
o t o r i t a s 
p e n u h 
imigras i 
negara tu-
juan, yakni 

penyelenggara agar tidak 
diambil tindakan sepihak 
tanpa verifi kasi.

"Setelah masa black-
list (sanksi) berakhir, ja-
maah dapat melanjutkan 
proses keberangkatan 
seperti calon haji biasa 

meski tidak ada prioritas 
khusus,"kata dia.

Kendati demikian, 
bagi jamaah yang di-
pulangkan tersebut, 
diwajibkan mengem-
balikan biaya yang 

dikeluarkan terkait 
tiket. Sedangkan, 
proses administra-
si akan kembali 
ke tahap awal 
termasuk pelu-
nasan dan per-

baikan legali-
tas oleh yang 

b e r s a n g -
k u t a n 

s e b e -
l u m 
dapat 
d i b e -
r a n g -
katkan 

lagi.

SULTENG RAYA - Men-
teri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan 
Anak (PPPA), Arifah Fauzi 
mendorong polisi segera 
menahan pelaku kekerasan 
seksual di salah satu Pondok 
Pesantren (Ponpes) Kabupa-
ten Pati, Jawa Tengah. Kor-
ban dari aksi bejat oknum 
pemuka agama itu dika-
barkan mencapai puluhan 
santriwati.

Arifah meminta polisi 
mengusut kasus ini secara 
tegas, transparan, dan ber-
keadilan. Ini terkait imple-
mentasi Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2022 ten-
tang Tindak Pidana Keke-
rasan Seksual (UU TPKS).

 “Penggunaan Pasal 45 
UU TPKS sangat memung-
kinkan penyidik untuk 
segera melakukan pena-
hanan terhadap tersang-
ka," kata Arifah pada Senin 
(4/5/2026).

Arifah ingin pelaku di-
tahan agar tak kabur dari 
tanggung jawabnya. Den-
gan ditahan, maka pelalu 
tak bisa menekan korban.

"Ini krusial dilakukan 
guna mencegah potensi 
intimidasi terhadap kor-
ban, meminimalisasi risiko 
tersangka melarikan diri, 
serta menjamin kelancaran 
seluruh proses hukum,” 
ujar Arifah.

Arifah mengingatkan ke-
kerasan seksual ini terjadi 
pada saat korban masih 
berusia anak. Sehingga 
penggunaan Undang-Un-
dang Perlindungan Anak 
sebagai instrumen hukum 
dapat memberikan pembe-
ratan hukuman bagi pela-
ku. Arifah siap memantau 
penegakan hukum serta 
pendampingan dan pemu-
lihan korban.

Arifah mengklaim Unit 
Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak (UPTD PPA) Pati 
telah melakukan penjang-
kauan, pemeriksaan psiko-
logis, dan pendampingan 
terhadap korban dan ke-
luarganya sejak kasus ini 
dilaporkan pada Juli 2024.

"Penanganan kasus ini 
harus mengedepankan ke-
pentingan terbaik bagi kor-
ban," ujar Arifah.

Selain itu, Arifah men-
dorong pentingnya pen-
guatan program Pesan-
tren Ramah Anak sebagai 
langkah preventif jangka 

panjang. Arifah siap 
berkomunikasi den-

gan pemerintah 
daerah, aparat 
penegak hukum, 
K e m e n t e r i a n 
A g a m a  g u n a 
menyelesaikan 
persoalan ini.

"Kita pastikan 
korban terlin-
dungi dan kami 
harap pemerintah 

daerah dapat memperkuat 
sosialisasi terkait prosedur 
ketika terjadi kekerasan, ter-
masuk kekerasan seksual,” 
ujar Arifah.

Sebelumnya, puluhan 
santriwati di sebuah ponpes 
di Kabupaten Pati, Jawa 
Tengah, diduga menjadi 
korban kekerasan seksual 
oleh seorang pengasuh. 
Kasus tersebut kini sedang 
ditangani Polresta Pati. Ali 
Yusron, kuasa hukum dari 
terduga korban, mengung-
kapkan, kasus dugaan keke-
rasan seksual tersebut sudah 
dilaporkan ke Polresta Pati 
sejak 2024.

Ali mengatakan, penan-

Arifah Fauzi

Menteri PPPA Minta Pelaku Kekerasan 
Seksual di Ponpes Pati Ditahan

ganan kasus dugaan keke-
rasan seksual yang diala-
mi kliennya berlarut-larut. 
Dalam prosesnya, Ali sudah 
melampirkan berbagai buk-
ti, termasuk hasil visum. 

Pada 2024, Ali belum 
menjadi pendamping hu-
kum para terduga korban. 
Saat itu kuasa hukum se-
belumnya tiba-tiba menca-
but kuasanya dan tak lagi 
mendampingi para terduga 
korban. Setelah momen ter-
sebut, mereka mendatangi 
fi rma hukum Ali.

Dia mengungkapkan, se-

jak 2024, Polresta Pati sebe-
narnya telah menaikkan sta-
tus kasus dugaan kekeraan 
seksual terhadap sejumlah 
santriwati ke tahap penyidi-
kan. "Walaupun penyidikan, 
tapi tidak dinaikkan lagi ke 
gelar perkara atau olah TKP. 
Lama," ujarnya.

Kendati demikian, Ali 
mengeklaim, Polresta Pati 
akhirnya telah menetapkan 
tersangka. "Minggu kema-
rin, tanggal 28 (April 2026), 
sudah ada surat pemberi-
tahuan dari Polresta Pati 
kepada pihak korban ten-
tang sudah ada penetapan 
tersangka," ucapnya.

Ali mengungkapkan, ter-
duga pelaku adalah pria 
berinisial S. Pada 2024, S 
menjabat ketua yayasan di 
ponpes tempat para san-
triwati mondok dan berse-
kolah. Menurut Ali, ponpes 
tersebut terbilang cukup 
besar di Pati. Namun dia 
enggan mengungkap nama 
atau lokasi ponpes terkait 
guna melindungi keamanan 
dan keselamatan terduga 
korban.

"Jadi modus terduga pe-
laku, jam 12 malam dia WA 
santriwati untuk tidur dan 
memijit Pak Kiai S. Itu ada 
satu atau dua orang berba-
rengan, bahkan tiga orang. 

Di situlah terjadi peristiwa 
hukum berupa pemaksaan," 
kata Ali.

Dia menambahkan, S di-
duga turut mengancam para 
terduga korban jika enggan 
memenuhi permintaannya. 
"Kalau tidak mau melayani, 
maka S ini akan mengelu-
arkan mereka dari pondok 
pesantren," ujarnya.

"Pondok pesantren ini ke-
banyakan titipan dari orang 
tua, orang tidak mampu, 
anak yatim dan yatim piatu," 
tambah Ali.

Ali  mengungkapkan, 
dalam perbuatannya, S bah-
kan memaksa para terdu-
ga korban melalukan oral 
seks. "Jumlah korbannya, 
menurut keterangan BAP 
dari korban dan saksi yang 
lain, itu antara 30 sampai 50 
orang," ujarnya.

Ali mengatakan, terduga 
korban yang didampinginya 
berusia belasan tahun dan 
masih bersekolah di tingkat 
madrasah tsanawiah. Se-
kolah mereka turut berada 
di lingkungan ponpes.

Di antara para terduga 
korban yang melaporkan 
perbuatan S ke polisi, terd-
apat yang sudah lulus. 
Namun ada pula yang hing-
ga saat ini masih berada di 
lingkungan ponpes.RPB

SULTENG RAYA - An-
caman kekeringan memba-
yangi sektor pertanian di 
Kabupaten Bandung Barat 
seiring prediksi fenomena 
El Nino tahun ini. 

Ketergantungan tinggi 
pada curah hujan membuat 
sebagian besar lahan sawah 
di daerah tersebut rentan 
mengalami penurunan pro-
duksi saat musim kemarau 
ekstrem.

Data pemetaan Badan Pu-
sat Statistik (BPS) tahun 2025 
menunjukkan luas lahan 
baku sawah di Kabupaten 
Bandung Barat mencapai 
18.093 hektare. Dari total 
tersebut, hanya 3.737 hek-
tare yang memiliki jaringan 
irigasi, sedangkan 14.356 
hektare lainnya merupakan 
sawah tadah hujan.

 “Dari total lahan baku 
sawah seluas 18.093 hek-
tare, hanya sekitar 20 per-
sen yang memiliki sistem 
irigasi, sementara sisanya 
sangat bergantung pada 

curah hujan,” kata Kepala 
Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian Kabupaten 
Bandung Barat, Lukmanul 
Hakim, saat dikonfirmasi, 
Ahad (3/5/2026).

Kondisi tersebut menjadi 
tantangan bagi daerah yang 
sejak 2014 mencatat swas-
embada pangan dan berkon-
tribusi terhadap produksi 
beras nasional. Pada 2025, 
produksi padi Kabupaten 
Bandung Barat mencapai 
274.221 ton gabah atau seta-
ra 147.424 ton beras.

Menghadapi potensi ke-
marau panjang, pemerintah 
daerah mendorong langkah 
adaptasi di tingkat petani 
melalui penyesuaian teknis 
budidaya. Penggunaan va-
rietas tahan kering seperti 
padi Inpago 8, jagung Bisi 
18, dan cabai Dewata 43 
mulai diperluas di wilayah 
rawan kekeringan.

Selain pemilihan varietas, 
petani juga didorong me-
nerapkan teknik hemat air, 

SAWAH yang mengalami kekeringan akibat kemarau (ilustrasi). FOTO: ANT

14 Ribu Hektare Lahan Sawah 
Bandung Barat Rentan Kekeringan

termasuk penggunaan mul-
sa untuk menjaga kelemba-
ban tanah serta pengaturan 
ulang jadwal tanam agar 
fase kritis tanaman tidak 
bertepatan dengan puncak 
kemarau.

“Pola tanam juga kami se-
suaikan. Di wilayah rawan, 
petani dianjurkan meng-
ganti padi dengan palawija 
yang lebih hemat air,” ucap 
Lukmanul.

Upaya mitigasi diper-
kuat melalui pendampin-
gan Penyuluh Pertanian 
Lapangan dan Pengendali 
Organisme Pengganggu Ta-
naman, termasuk pemetaan 
wilayah rawan kekeringan 
serta pemanfaatan informasi 
prakiraan cuaca dari BMKG.

Pemerintah daerah juga 
mendorong petani men-
gikuti program Asuransi 
Usaha Tani Padi untuk men-
gantisipasi risiko gagal pa-
nen, sekaligus memastikan 
kesiapan sarana pendukung 
seperti pompa air dan pen-
gelolaan irigasi yang lebih 
efi sien.

“Sinergi antara petani, 
penyuluh, dan pemerin-
tah menjadi kunci. Dengan 
penyesuaian budidaya dan 
mitigasi yang tepat, kami 
optimistis produksi pangan 
tetap terjaga meski dihadap-
kan pada ancaman El Nino,” 
kata Lukmanul.

Dari sisi infrastruktur, 
program pompanisasi terus 
diperluas. Sepanjang 2024 
hingga 2025 sebanyak 393 
unit pompa telah disalur-
kan, dan pada 2026 ditar-
getkan bertambah 125 unit 
yang bersumber dari APBD 
dan APBN.

Selain itu, pembangunan 
irigasi perpompaan dan ja-
ringan irigasi air tanah juga 
terus dilakukan. Hingga 
2025 telah dibangun 65 unit 
irigasi perpompaan dan 
dua unit jaringan air tanah, 
dengan tambahan 19 unit 
direncanakan pada 2026.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

BADAN Pusat Statistik (BPS) baru 
saja merilis angka pertumbuhan 
ekonomi secara nasional pada tri-
wulan I 2026. Ekonomi Indonesia 

tumbuh 5,61% dalam tiga bulan pertama, 
melampaui target yang ditetapkan pemerintah 
sebesar 5,5%. Pertumbuhan itu juga lebih tinggi 
daripada triwulan I tahun lalu yang hanya 
4,87%.Piala Thomas

BPS menyebut tingginya konsumsi masya-
rakat sebagai penopang utama pertumbuhan 
Januari-Maret 2026 tersebut. Kontribusinya 
mencapai 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan 
juga ditopang oleh investasi dan belanja peme-
rintah yang cukup kuat pada triwulan tersebut.

Investasi yang banyak dimotori proyek-pro-
yek Danantara, juga program Makan Bergizi 
Gratis yang langsung bergerak sejak awal 
tahun, diklaim berhasil memutar roda pereko-
nomian yang sebelumnya diprediksi tersendat 
akibat krisis geopolitik di Timur Tengah sejak 
Februari lalu.

Dari kacamata itu, kiranya apresiasi patut 
dilayangkan ke pemerintah dengan capaian itu. 
Angka pertumbuhan yang begitu tinggi pada 
triwulan pertama ini mestinya bisa menjadi 
modal awal untuk menjaga tren pertumbuhan 
di tiga triwulan berikutnya. Jika di awal bisa 
mencatat pertumbuhan tinggi, mestinya di tiga 
triwulan berikutnya bisa lebih tinggi, bahkan 
mendekati 6%, atau minimal sama dengan 
triwulan I.

Namun, di luar telaah mengenai proyeksi 
ke depan, pembicaraan soal substansi dari 
pertumbuhan ekonomi juga tak kalah penting. 
Tingginya pertumbuhan ekonomi itu tentunya 
harus berkorelasi dengan kesejahteraan masy-
arakat.

Betul bahwa BPS juga mencatat ada 
penurunan jumlah pengangguran sebanyak 
0,035 juta orang sepanjang Februari 2025 hing-
ga Februari 2026. Kini total jumlah penduduk 
yang masih menganggur berkurang tipis men-
jadi 7,24 juta orang.

Akan tetapi, jangan lupa, data BPS itu ber-
hadapan dengan data S&P Global yang men-
catat adanya kontraksi industri manufaktur 
Indonesia pada April 2026. Perusahaan ma-
nufaktur banyak yang mengurangi produksi 
sehingga banyak yang mengurangi jumlah 
karyawan. Artinya, Indonesia ke depan mesti 
siap-siap dengan tambahan jumlah pengang-
guran baru.

Tingginya data pertumbuhan itu juga ber-
hadapan dengan data terus turunnya jumlah 
kelas menengah. Padahal, konsumsi yang 
menjadi penopang utama pertumbuhan eko-
nomi saat ini, paling banyak disumbangkan 
oleh kelompok masyarakat kelas menengah.

Data terakhir BPS perlu menjadi alarm keras 
buat pemerintah. Pada kurun waktu 10 tahun, 
2019-2024, jumlah kelas pekerja turun dari 
57,33 juta orang menjadi 47,85 juta orang. Kon-
disi itu masih diperparah oleh terus turunnya 
pendapatan riil masyarakat akibat tekanan 
inflasi yang sudah berlangsung sejak 2024.

Dengan situasi tersebut, pemerintah tak 
boleh berpuas diri. Capaian di triwulan per-
tama yang di atas kertas melampaui prediksi 
itu secara nyata belum sepenuhnya inklusif 
karena belum mampu mendorong peningkatan 
kualitas pekerjaan dan pendapatan secara luas. 
Tanpa pergeseran mesin pertumbuhan ke 
sektor produktif dan investasi bernilai tambah, 
pertumbuhan boleh jadi bakal kembali ke tren 
moderat dan kehilangan momentum dalam 
jangka menengah.

Belum lagi dengan tren pergerakan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS yang sejak 
awal tahun terus tertekan. Dolar AS semakin 
mahal, bahkan menyentuh level Rp17.400 pada 
awal pekan ini. Nilai tukar rupiah yang terus 
loyo dipastikan akan terus membayangi gerak 
ekonomi ke depan.

Dengan semua persoalan itu, diperlukan 
penguatan kebijakan pemerintah yang lebih 
tepat dan terarah. Hanya dengan kebijakan 
yang tepat, yang mampu menyeimbangkan 
antara menjaga kewaspadaan dan meng-
genjot akselerasi, pertumbuhan tinggi akan 
terjaga hingga akhir tahun. Tinggi di awal 
tapi loyo di akhir tentunya bukan harapan 
bangsa ini.* Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Marak Kekerasan Seksual Verbal, 
Cermin Kebobrokan Sistem Sosial

DUNIA akademik Indonesia kembali digun-
cang skandal yang memalukan pada 14 April 
2026 sebuah kasus pelecehan seksual verbal 
melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Uni-
versitas Indonesia (FH UI) viral di media sosial 
dan memantik kecaman luas netizen. 

PA R A  p e l a k u 
terbukt i  meng-
g u n a k a n  g r u p 
WhatsApp sebagai 

wadah untuk saling men-
girimkan komentar vulgar, 
melakukan objektifikasi ter-
hadap tubuh perempuan, 
hingga melontarkan frasa-fra-
sa yang merendahkan mar-
tabat sesama mahasiswi dan 
dosen. Yang membuat kasus 
ini semakin mengejutkan, 
banyak dari 16 pelaku terse-
but bukan mahasiswa biasa 
mereka adalah pimpinan 
organisasi kemahasiswaan, 
ketua angkatan, dan calon 
panitia ospek.

Kasus itu kini ditangani 
Satuan Tugas Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan 
Seksual (Satgas PPKS) UI. 
“Kekerasan di dunia pendi-
dikan bukan lagi kasus per 
kasus, tetapi sudah menjadi 
pola yang sistemik.  Lebih 
berbahaya lagi, pelakunya 
justru banyak berasal dari 
dalam lembaga pendidikan 
itu sendiri. Ini menunjukkan 
bahwa sekolah dan kampus 
telah gagal menjadi ruang 
aman,” kata Koordinator 
Jaringan Pemantau Pendidi-
kan Indonesia (JPPI), Ubaid 
Matraji, Selasa (14/04).

Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindun-
gan Anak (PPPA), Arifah 
Fauzi juga turut mengecam 
dugaan kasus tindakan men-
gungkapkan seksual yang 
melibatkan 16 orang maha-
siswa di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia 
(UI) “Kami mengecam keras 
segala bentuk memahami ter-
hadap perempuan, termasuk 
yang dilakukan melalui grup 
percakapan digital. Tindakan 
tersebut tidak hanya mem-
perkuat martabat perempu-
an, tetapi juga menciptakan 
lingkungan yang tidak aman, 
khususnya di ruang akade-
mik… ujar Menteri PPPA. (ke-
menpppa.go.id,14/4/2026)

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) menyampaikan kepri-
hatinan atas dugaan kasus 
kekerasan seksual verbal yang 
melibatkan mahasiswa Fa-
kultas Hukum Universitas 
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tidak selesai, bahkan makin 
bertambah.

Sanksi yang diberikan sifat-
nya hanya sanksi administrasi 
ringan berupa teguran tertulis 
dan permintaan maaf (Pa-
sal 14 ayat 2) sampai sanksi 
berat, yaitu pemberhentian 
tetap sebagai mahasiswa, 
tenaga pendidik, maupun 
tenaga kependidikan (Pasal 
14 ayat 4). Sanksi seperti ini 
tidak akan mampu mencegah 
dan menyelesaikan masalah 
kekerasan seksual dan tidak 
mampu memberikan perlin-
dungan kepada perempuan 
dari tindak kekerasan seksual. 
Kampus yang seharusnya 
menjadi tempat mencetak ge-
nerasi beradab, gagal membe-
ri ruang aman dari kekerasan 
seksual.

Syariat Islam menetapkan 
bahwa hukum perbuatan 
adalah terikat dengan hukum 
syara. Lisan (verbal) adalah 
bagian dari perbuatan,yang 
setiap ucapan yang dikeluar-
kan tidak boleh mengandung 
unsur maksiat. Lisan seorang 
muslim hanyalah semata be-
risi kebaikan yang semakin 
mendekatkan kepada Allah 
demi meraih ridho-Nya. Ke-
kerasan seksual verbal secara 
jelas hal yang diharamkan. Ti-
daklah seseorang melakukan 
hal yang diharamkan kecuali 
harus dikenakan sanksi yang 
tegas. Sistem pergaulan so-
sial diatur oleh syariat Islam 
secara rinci, dan hanya bisa 
diterapkan secara komprehen-
sif dalam sistem Islam, bukan 
sistem sekuler.

Islam Melindungi Perem-
puan dari Kekerasan Seksual

Problem kekerasan seksual 
merupakan problem sistemis 
sehingga penyelesaiannya 
harus sistemis. Hanya sistem 
Islam dengan seperangkat 
aturannya yang mampu me-
lindungi perempuan dari 
kekerasan seksual. Perlin-
dungan itu dilakukan secara 
preventif maupun kuratif. 
Secara preventif, Islam men-
cegah terjadinya kekerasan 
seksual melalui penerapan 
sistem pendidikan dan sistem 
pergaulan Islam.

Pendidikan di dalam Islam 
bertujuan untuk membentuk 
muslim yang bertakwa serta 
menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi sebagai bekal 
untuk kehidupan di dunia. 
Syekh Taqiyuddin an-Nab-
hani dalam kitab Nizhamu 
al-Islam hlm. 132 menjelaskan, 
”Kurikulum pendidikan wajib 
berlandaskan akidah Islam. 
Mata pelajaran serta metodo-
logi penyampaian pelajaran 
seluruhnya disusun tanpa 

adanya penyimpangan sedikit 
pun dalam pendidikan dari 
asas tersebut. Politik pendidi-
kan adalah membentuk pola 
pikir dan pola jiwa islami. 
Seluruh mata pelajaran disus-
un berdasarkan dasar strategi 
tersebut. Tujuan pendidikan 
adalah membentuk kepribadi-
an Islam serta membekalinya 
dengan berbagai ilmu dan 
pengetahuan yang berhubun-
gan dengan kehidupan. Me-
tode penyampaian pelajaran 
dirancang untuk menunjang 
tercapainya tujuan tersebut. 
Setiap metodologi yang tidak 
berorientasi pada tujuan ter-
sebut dilarang.”

Sistem Pergaulan Islam Memu-
liakan Perempuan

Khilafah akan menjaga ke-
sucian dan martabat perem-
puan di ruang publik dengan 
menerapkan sistem pergaulan 
Islam. Khilafah akan menetap-
kan larangan ikhtilat (campur 
baur) kecuali terdapat keper-
luan syar’i. Ini sebagaimana 
termaktub dalam pasal 113 
Rancangan Undang-Undang 
Dasar Islam, “Hukum asal 
kehidupan laki-laki terpisah 
dengan perempuan. Mereka 
tidak dapat berkumpul, kecu-
ali terdapat suatu keperluan 
hidup yang dibolehkan syarak 
atau mengharuskannya ber-
kumpul, seperti ibadah haji 
dan jual beli.”

Implementasi dari pemisa-
han kehidupan laki-laki dan 
perempuan ini tampak pada 
larangan khalwat (berdua-du-
aan) dan larangan ikhtilath 
pada laki-laki dan perempuan 
yang bukan mahram. Rasulul-
lah saw. bersabda, “Barang 
siapa yang beriman kepada 
Allah dan Hari Akhir, maka 
janganlah sekali-kali bersen-
dirian dengan seorang pe-
rempuan yang bukan mahram 
karena yang ketiganya adalah 
setan.” (HR Ahmad).

Penerapan sistem pergau-
lan Islam akan menciptakan 
lingkungan kampus yang 
aman dan produktif karena 
interaksi laki-laki dan pe-
rempuan dalam ranah publik 
dibatasi pada aktivitas mua-
malah yang dibolehkan oleh 
syariat dalam rangka mema-
jukan kehidupan bermasya-
rakat. Amar makruf ditegak-
kan untuk saling menasihati 
dalam menjaga kebaikan dan 
kehormatan laki-laki dan pe-
rempuan.

Negara juga akan mengon-
trol ketat seluruh tayangan 
maupun materi pemberitaan 
media sehingga masyarakat 
tidak akan mudah mengakses 
situs-situs porno yang memi-

cu perilaku seks bebas dan 
kekerasan seksual. Media ber-
fungsi untuk mencerdaskan 
masyarakat, membuat mereka 
taat, dan menjauhi tindakan 
terlaknat. Khilafah akan me-
larang peredaran konten yang 
tidak islami (termasuk konten 
pornografi dan pemikiran 
sekuler liberal) di media apa 
pun, termasuk medsos. Apa-
rat keamanan siber Khilafah 
akan melakukan pemantauan 
dan pengawasan terhadap 
keberadaan konten yang tidak 
islami, membersihkannya, 
dan memberi sanksi tegas 
kepada pelaku berupa takzir 
yang jenisnya diserahkan 
berdasarkan ijtihad khalifah 
atau kadi.

Sanksi yang Menjerakan
Khilafah menerapkan sis-

tem sanksi Islam bagi pelaku 
pelecehan seksual sesuai 
dengan jenis perbuatannya. 
Jika terjadi pemerkosaan, se-
luruh fukaha sepakat bahwa 
perempuan yang diperko-
sa tidak dijatuhi hukuman 
zina, baik hukuman cambuk 
100 kali maupun hukuman 
rajam. Adapun sanksi bagi 
laki-laki pelaku pemerkos-
aan, jika korban (perempuan) 
mempunyai bukti perkos-
aan, yaitu kesaksian empat 
laki-laki muslim atau jika 
laki-laki pemerkosa menga-
kuinya, laki-laki itu dijatuhi 
hukuman zina, yaitu dicam-
buk 100 kali jika dia bukan 
muhshan (belum menikah) 
dan dirajam hingga mati 
jika dia muhshan (sudah 
menikah). (Syekh Wahbah 
Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu Juz 7 hlm. 358).

Sistem sanksi yang tegas 
ini akan mewujudkan efek 
jera bagi pelaku dan memas-
tikan terwujudnya keadilan 
bagi korban sehingga menu-
tup celah adanya pelaku den-
gan kasus serupa. Ketakwaan 
individu, masyarakat yang 
peduli terhadap kebaikan 
bersama dengan melakukan 
amar makruf nahi mungkar, 
disertai penerapan hukum 
syariat secara kafah oleh 
negara akan mampu mencip-
takan lingkungan yang aman 
bagi perempuan. Perempuan 
pun terhindar dari kekerasan 
seksual di kampus maupun 
di masyarakat. Sudah selay-
aknya umat Islam berusaha 
mewujudkan penerapan sy-
ariat Islam kafah sehingga 
masalah kekerasan seksual 
akan terselesaikan secara 
tuntas.*** Penulis: Founder 
Komunitas Your Sister, Akti-
vis Dakwah Kampus, & Pegiat 
Literasi

Indonesia (FHUI).
Wakil Ketua Umumhttps://

republika.co.id/tag/mui MUI 
KH Cholil Nafis menilai, kasus 
tersebut menjadi peringatan 
serius bahwa pendidikan ting-
gi tidak cukup hanya mene-
kankan aspek intelektualitas, 
tetapi juga harus memperkuat 
dimensi moral dan spiritual 
mahasiswa. Menurut Kiai 
Cholil, untuk membangun 
peradaban tidak bisa hanya 
mengandalkan kecerdasan 
intelektual. Diperlukan kecer-
dasan emosional dan spiritual 
agar lahir generasi yang tidak 
hanya pintar, tetapi juga be-
rakhlak. (khazanah.republika.
co.id, 16/4/2026)

Kegagalan Sistem Sekuler-Pen-
didikan

Berbagai  upaya untuk 
menyelesaikan masalah ting-
ginya kekerasan seksual di 
lingkungan PT belum mem-
buahkan hasil. Belum lagi 
jika kita telisik pencegahan 
kekerasan seksual di kampus 
dengan sosialisasi pengerti-
an kekerasan seksual, ben-
tuk-bentuknya, maupun cara 
pencegahan dan penanganan-
nya, sarat dengan pemikiran 
liberal. Beginilah ulah dari 
Sistem kapitalisme sekuler 
yang mengagungkan kebe-
basan individu, berdampak 
pada rusaknya sistem sosial.

Sistem pendidikan nasional 
ala sekuler kapitalis hari ini ti-
dak menjadikan Islam sebagai 
asas. Akibatnya, lahirlah out-
put pendidikan yang miskin 
iman, meskipun cerdas secara 
keilmuan. Output pendidikan 
sekuler tidak bisa memahami 
mana perbuatan benar dan 
salah sehingga banyak aka-
demisi dengan berbagai gelar 
tidak luput menjadi pelaku 
pelecehan dan kekerasan sek-
sual di kampus.

Pada sisi lain, kebebasan 
media dalam menyebarkan 
pornografi dan pornoaksi 
menjadi pemicu bangkitnya 
naluri seksual yang sering 
kali berujung pada tindakan 
kekerasan seksual, termasuk 
di kampus. Sanksi bagi pe-
laku yang tidak menjerakan 
juga mengakibatkan masalah 

Tantangan Berat 
Jaga Pertumbuhan
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MENULIS ti-
dak seperti 
berb icara . 
I a  t i d a k 

memerlukan ide dan res-
pons instan. Juga tidak ada 
tepuk tangan di sela-sela 

MENULIS tidak selalu didahului dengan ide 
yang cemerlang. Bila pikiran sudah penuh, teta-
pi kata tak mau keluar, bagaimana akan men-
geksekusi menjadi sebuah kalimat? Terkadang 
menulis itu dimulai dari duduk lama, menatap 
kertas atau layar kosong, lalu memahami kalau 
hari ini sunyi. Maksud dari sunyi ini bukanlah 
estetika atau suatu hal yang romantis, melain-
kan merupakan suatu kenyataan kerja.

berlangsungnya proses. Ka-
rena butuh rentang waktu 
yang panjang, sepantasnya 
seorang penulis harus mam-
pu berlatih secara konsisten 
agar hasil tulisan berkualitas 
baik. Inilah sebabnya men-

Menulis Itu Pekerjaan Sunyi
gapa banyak orang yang 
menyerah secara diam-diam, 
sementara mereka masih di 
tahap proses menulis. Belum 
sampai pada tahap editing, 
stagnan di halaman kelima, 
rasanya ingin angkat tangan. 
Tidak ingin melanjutkan, 
melepaskan ikhtiar di tengah 
jalan menuju harapan. Se-
hingga begitu penting bagi 
seorang penulis untuk se-
nantiasa rajin membaca serta 
mengamati hal-hal baru di 
dunia luar agar semakin 
memperluas wawasan.

Menulis dapat dilakukan di 
tempat mana pun dan kapan 
pun. Singkatnya, tidak ter-
batas oleh ruang dan waktu. 
Berbeda dengan pekerjaan 
lain yang biasanya dilakukan 
di kantor, kelas, pabrik, atau 

di keramaian. Justru seorang 
penulis memerlukan suasana 
yang sunyi untuk bisa berkon-
sentrasi merangkai setiap kata 
yang akan ditorehkan menjadi 
suatu paragraf.

Sunyi yang Sering Disalahar-
tikan

Makna sunyi sering kali 
disalahartikan. Ada yang 
berpendapat bahwa sunyi 
itu berkaitan dengan tidak 
produktif atau tidak berbakat. 
Ada pula yang mengartikan 
bahwa ketika seseorang bera-
da dalam kesunyian, berarti 
ia sedang buntu. Faktanya, 
penulis membutuhkan mo-
men-momen yang sunyi agar 
dapat fokus menumpahkan 
gagasan yang terpendam. Di 
saat itulah, sunyi bukan ber-

arti diam, melainkan pikiran 
sedang bekerja.

Agar kata-kata dapat men-
jadi sebuah tulisan, maka 
diperlukan kebiasaan supaya 
seseorang dapat mencurah-
kan ide-idenya bagaikan air 
yang mengalir. Pada saat ak-
tivitas menulis berlangsung, 
tentu penulis pernah merasa-
kan waktu berjam-jam yang 
tidak menghasilkan apa-apa. 
Sudah berlama-lama menge-
tik dua hingga tiga paragraf, 
tetapi akhirnya dihapus lan-
taran dilanda keraguan yang 
mengetuk tanpa suara. Ragu 
apakah paragraf yang ditulis 
sudah sesuai dengan topik 
artikel atau malah melebar ke 
mana-mana. Penulis: Alumnus 
Penditdikan Bahasa Arab UIN 
Salatiga. *Geotimes.Com
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SULTENG RAYA - Keberadaan 
BPI Danantara dinilai bisa memper-
kuat konsolidasi dan efisiensi pen-
gelolaan BUMN agar lebih produk-
tif, terintegrasi, dan berdaya saing. 
Sejumlah ekonom menilai langkah 
ini membuka ruang perbaikan tata 
kelola sekaligus memperkuat peran 
BUMN sebagai penggerak investasi 
nasional.

Kepala Pusat Ekonomi Makro & 
Keuangan INDEF Rizal Taufikurah-
man menyebut Danantara sebagai 
elemen strategis dalam arsitektur 
ekonomi baru Indonesia yang lebih 
adaptif. Hal tersebut disampaikan 
dalam diskusi publik bertajuk “Per-
taruhan Besar Negara via Danantara 
pada Restrukturisasi BUMN” di 
Jakarta, Kamis (7/5/2026). 

“Dengan aset gabungan yang 
mencapai Rp1.650 triliun, Danan-
tara memiliki kekuatan finansial 
yang setara dengan hampir separuh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN),” ujar Rizal dalam 
keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 
(8/5/2026).

Rizal menilai potensi besar terse-
but dapat diarahkan untuk mem-
perkuat nilai tambah ekonomi me-
lalui konsolidasi aset dan investasi 
BUMN. Menurutnya, efisiensi yang 
dihasilkan dari restrukturisasi ini 
diharapkan tidak hanya bersifat 
penghematan, tetapi juga mampu 
mendorong penciptaan sumber 
pertumbuhan ekonomi baru. 

“Hal ini berpotensi menjadi mesin 
investasi nasional baru untuk mem-
perkuat hilirisasi dan industrialisasi 
yang pada akhirnya mendorong 
PDB naik sebesar 1,6 persen,” ucap 
Rizal.

Sejumlah pengamat menilai sa-
lah satu ruang perbaikan penting 
dalam ekosistem BUMN adalah 
penyelarasan model bisnis anta-
rentitas yang selama ini memiliki 
irisan usaha. Pengamat Ekonomi 
dan Kebijakan Publik Universitas 
Paramadina Wijayanto Samirin 
menyebut penyederhanaan struktur 
usaha dapat memperkuat sinergi 
dan fokus bisnis BUMN ke depan.

Ia menilai pengelompokan aset 
dan unit usaha dalam satu koordi-
nasi yang lebih terintegrasi dapat 

membantu meningkatkan efisiensi 
operasional serta memperjelas arah 
pengembangan bisnis.

“BPI Danantara hadir untuk 
merapikan struktur agar lebih se-
derhana dan terarah di bawah satu 
manajemen profesional dengan 
mandat yang jelas,” ujar Wijayanto.

Wijayanto juga menekankan pen-
tingnya tata kelola yang transparan 
dan akuntabel untuk menjaga ke-
percayaan publik serta memastikan 
keberlanjutan kinerja BUMN di 
masa depan.

Ekonom Senior Bright Institute, 
Awalil Rizky, menambahkan bahwa 
keberhasilan penguatan lembaga 
ini akan sangat bergantung pada 
konsistensi kebijakan dan keter-
bukaan informasi kepada publik. 
Menurutnya, transparansi menjadi 
faktor penting dalam membangun 
kepercayaan investor dan masya-
rakat.

“Jika Danantara ingin berjalan 
optimal, maka prinsip transparansi 
dan tata kelola yang baik perlu men-
jadi fondasi utama,” ucap Awalil.

Sementara itu, Guru Besar Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia 
menilai transformasi kelembagaan 
ini perlu diikuti dengan peningkatan 
kinerja yang terukur agar manfaat-
nya dapat dirasakan secara luas.

Ia menekankan pentingnya ke-
seimbangan antara optimalisasi aset 
negara dan peningkatan kontribusi 
BUMN terhadap penerimaan serta 
pelayanan publik.

Di sisi lain, CEO Danantara In-
donesia Rosan Roeslani menyam-
paikan bahwa lembaga ini telah 
memulai langkah awal melalui 
groundbreaking 13 proyek hiliri-
sasi nasional senilai Rp116 triliun. 
Ia menyebut pendekatan baru ini 
menempatkan Danantara sebagai 
penggerak investasi yang lebih 
terintegrasi dengan agenda indus-
trialisasi nasional.

Ia menambahkan, penguatan 
peran ini diharapkan dapat mem-
percepat transformasi ekonomi 
nasional melalui hilirisasi dan 
pengembangan sektor-sektor stra-
tegis yang memiliki nilai tambah 
tinggi. ROL

SULTENG RAYA - PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI terus 
mendorong pelaku UMKM 
untuk naik kelas dan mem-
perluas pasar hingga ke 
tingkat global. 

Salah satu wujudnya 
melalui dukungan kepada 
UMKM binaan, Casa Grata, 
yang tampil dalam Food & 
Hospitality Asia (FHA) 2026 
di Singapura pada 21 sampai 
dengan 24 April 2026.

Keikutsertaan ini menjadi 
bagian dari langkah Casa 
Grata dalam memperluas 
eksposur di pasar interna-
sional. Tidak hanya mem-
perkenalkan produk, par-
tisipasi tersebut juga men-
cerminkan kesiapan usaha 
yang semakin matang, baik 
dari sisi kualitas, kapasitas 
produksi, maupun pema-
haman terhadap kebutuhan 
pasar global.

Direktur Commercial Ban-
king BRI Alexander Dippo 
Paris Y.S. menyampaikan 
bahwa partisipasi UMKM 
binaan dalam pameran in-
ternasional menjadi bagi-
an dari strategi BRI dalam 
memperluas akses pasar se-
kaligus memperkuat kesia-
pan UMKM untuk bersaing 
secara global.

“Partisipasi Casa Grata 
dalam FHA mencerminkan 
bagaimana UMKM binaan 
BRI mampu berkembang 
dan menunjukkan daya 
saingnya di pasar internasi-
onal. Melalui proses kurasi 
dan pemberdayaan yang 
terstruktur, BRI memastikan 
pelaku usaha tidak hanya 
memiliki produk yang ber-
kualitas, tetapi juga kesia-
pan bisnis yang memadai 
untuk memenuhi kebutuhan 
pasar global. Ke depan, 
BRI akan terus mendorong 
lebih banyak UMKM untuk 
mengikuti jejak serupa dan 
memperluas kontribusinya 
dalam rantai pasok global,” 

FOTO bersama pada kegiatan Bakti Sosial Bulog Kanwil Sulteng di Panti Asuhan Kasih Sayang Anak 
di Jalan Cendrawasi, Kota Palu, Jumat (8/5/2026). FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

daan karakteristik ini men-
jadi dasar dalam menyusun 
strategi pengembangan 
produk dan pendekatan 
pasar ke depan.

“Kami ingin mengubah 
cara pandang masyarakat 
terhadap makanan sehat, 
bahwa healthy food tidak 
harus mengorbankan rasa, 
dan ngemil tetap bisa men-
jadi bagian dari gaya hidup 
yang lebih mindful dan 
seimbang,” tambah Jane.

Perjalanan Casa Grata 
hingga mampu tampil di 
panggung internasional ti-
dak terlepas dari dukungan 
ekosistem pemberdayaan 
BRI. Melalui program se-
perti Growpreneur dan Pen-
gusaha Muda BRILiaN, BRI 
memberikan pemberdayaan 
yang mencakup penguatan 

model bisnis, strategi brand, 
hingga kesiapan produksi 
dan ekspansi, yang didu-
kung melalui proses kurasi 
untuk memastikan kesiapan 
usaha secara menyeluruh, 
baik dari sisi kualitas pro-
duk, kapasitas produksi, 
maupun pemahaman ter-
hadap standar pasar inter-
nasional.

“Yang paling terasa, pem-
berdayaan dari BRI tidak 
hanya berhenti di teori, 
tetapi benar-benar mem-
buka akses baik dari sisi ex-
posure, networking, hingga 
peluang untuk masuk ke 
pasar global. Bagi kami, BRI 
bukan hanya sebagai fasi-
litator, tetapi juga sebagai 
partner dalam perjalanan 
growth Casa Grata,” ung-
kap Jane. IN

ungkapnya. Pada kesem-
patan terpisah, Co-founder 
dan CEO Casa Grata Jane 
Tanuwijaya mengungkap-
kan bahwa bisnis ini berang-
kat dari kebutuhan akan 
camilan yang lebih sehat, 
sekaligus melihat potensi 
bahan baku lokal Indonesia 
yang belum banyak diman-
faatkan secara optimal.

“Di awal perjalanan, 
konsep seperti gluten-free, 
vegan, dan healthy snack 
masih belum familiar di 
Indonesia. Banyak orang 
masih memiliki persepsi 
bahwa makanan sehat itu 
tidak enak, hambar, dan 
tidak memuaskan. Jadi tan-
tangan kami bukan hanya 
menjual produk, tapi juga 
mengedukasi pasar dan per-
lahan mengubah mindset 
tersebut,” ujarnya.

Berawal dari dapur rum-
ah, Casa Grata berkembang 
menjadi produsen camilan 
sehat berbasis nabati dan 
bebas gluten. Produk seperti 
cookies dan crackers dengan 
varian unggulan seperti oni-
on garlic crackers dan choco-
late cookies kini diproduksi 
hingga belasan ribu produk 
setiap bulan dan dipasarkan 
melalui berbagai kanal mu-
lai dari marketplace, media 
sosial, modern trade, hingga 
jaringan partner store dan 
distributor.

Selama mengikuti FHA 
2026, Casa Grata aktif mela-
kukan product showcasing 
dan sampling agar pengun-
jung dapat langsung men-
coba produknya. Interaksi 
tersebut tidak hanya men-
jadi sarana memperkenal-
kan konsep camilan sehat 
yang tetap lezat, tetapi juga 
membuka peluang diskusi 
dengan calon mitra seka-
ligus memberikan insight 
terkait preferensi pasar di 
berbagai negara seperti Sin-
gapura, Thailand, China, 
hingga Australia. Perbe-

KANTOR Danantara di Jakarta. FOTO: KOMPAS.COM/YOHANA ARTHA ULY 

Ekonom Nilai Danantara 
Perkuat Konsolidasi 

dan Daya Saing BUMN

Bulog Sulteng dan KBIB Menyalurkan 
Sembako di Dua Panti Asuhan di Palu

Casa Grata Tampil Bawa 
Camilan Sehat di Ajang 

Food & Hospitality Asia 2026 

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam rangka memperin-
gati HUT ke-59 Perum Bu-
log, Bulog Kantor Wilayah 
Sulawesi Tengah bersama 
Keluarga Besar Istri Perum 
Bulog (KBIB) Sulteng mela-
kukan bakti sosial (baksos) 
berupa penyaluran sembako 
di dua panti asuan di Kota 
Palu, Jumat (8/5/2026).

Dua panti asuhan yang 
menjadi tujuan Bulog Sulteng 
yakni Panti Asuhan Kasih 
Sayang Anak di Jalan Cen-
drawasih dan Panti Asuhan 
Az-Zahra di Jalan Tanjung 
Manimbaya, Kota Palu.

Pemimpin Wilayah Bu-
log Kanwil Sulteng, Jusri 

yang didampingi oleh Ketua 
KBIB Sulteng, Mulyani men-
gatakan, baksos tersebut 
telah berkesinambungan 
dilaksanakan setiap tahun 
ketika momentum hari jadi 
Perusahaan. 

Menurutnya, bakti sosial 
tahun ini sangat strategis, 
sebab penyaluran bantuan 
berupa bahan kebutuhan 
pokok bakal sangat mem-
bantu di tengah gejolak 
harga sejumlah kebutuhan 
pokok di pasar. 

“Kami berharap, dengan 
uluran tangan ke anak-anak 
kita ini dapat bermanfaat. 
Kami menilai, dua panti 
asuhan ini layak menerima 

bantuan. Harapannya ke 
depan kita bisa lebih se-
ring menyalurkan bantuan 
ini,” kata Jusri kepada awak 
media.

Pada sesi seremoni, Pem-
bina Panti Asuhan Kasih 
Sayang Anak, Muhamad 
Nawir berterima kasih dan 
mendoakan kebaikan atas 
inisiatif Bakti Sosial di Panti 
Asuhan Kasih Sayang Anak. 
“Kami mendoakan ini men-
jadi berkah, silaturahmi kita 
terus berjalan apapun ben-
tuknya di kemudian hari, 
dan bermanfaat dunia dan 
akhirat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panti 
Asuhan Kasih Sayang Anak, 

Andi Rahmi pun turut mem-
berikan apresiasi. “Saya dan 
anak-anak mengucapkan te-
rima kasih banyak. Semoga 
bisa berlanjut,” kata Andi 
Rahmi.

Ia pun berujar, bantuan 
sembako yang disalurkan 
sangat lengkap, sehingga ba-
han makanan bisa tercukupi 
demi memenuhi asupan gizi 
lebih kurang 20 anak asuh di 
tempat itu. 

“Iya kami butuhkan 
betul ini bahan pangan. 
Anak-anak kami di sini 
bisa menerima manfaat 
ini dengan baik, mereka 
bisa banyak makan,” tutup 
Andi Rahmi. RHT

CASA Grata pada ajang Food & Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura. FOTO: DOK. BRI
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“Kami tidak anti kritik. 
Kritik itu sangat baik untuk 
pembangunan,” katanya.

Pemkab Morowali Utara 
mendukung penuh kegiatan 
untuk meningkatkan sum-
ber daya manusia (SDM) 
para wartawan. Media 
adalah mitra yang mem-
bantu menyukseskan pem-
bangunan daerah melalui 
fungsi kontrol sosial. Men-
gabaikan atau anti-kritik 

terhadap wartawan berisiko 
menurunkan tingkat keper-
cayaan masyarakat terhadap 
pemerintah, sehingga res-
ponsif terhadap kritik media 
sangatlah krusial.

Ketua PWI Sulteng Tri Putra 
Toana menyampaikan UKW 
tingkat Kabupaten Morowali 
Utara merupakan yang per-
tama kali dilaksanakan sejak 
Bumi Tepo Asa Aroa tersebut 
menjadi Daerah Otonomi 

Baru (DOB) pemekaran dari 
Kabupaten Morowali.

“Ini yang pertama kali 
digelar, kami sangat men-
gapresiasi dukungan Peme-
rintah Kabupaten sehingga 
kegiatan ini terlaksana,” 
ujarnya.

K e t u a  P a n i t i a  U K W 
tingkat Kabupaten Moro-
wali Utara, Marson Kasio 
menyampaikan kegiatan 
tersebut digelar selama dua 

hari 8 sampai 9 mei 2025 
dengan peserta sebanyak 
12 orang yang berasal dari 
Kabupaten Morowali Utara, 
Poso dan Parigi Moutong.

“Terimakasi kepada pihak 
manajemen PT GNI atas 
dukungan materi dan moril 
sekaitan dengan UKW ting-
kat Kabupaten Morowali 
Utara sehingga kegiatan ini 
bisa kembali di gelar di masa 
depan,” tukasnya. *VAN

pelayanan pelanggan tetap 
terjaga di wilayah geografis 
kepulauan Sulawesi Tengah 
yang dinamis.

General Manager PLN 
Uni t  Induk Dis t r ibus i 
(UID) Sulawesi Utara, Su-
lawesi Tengah, dan Goron-
talo (Suluttenggo), Usman 
Bangun, menyampaikan 
apresiasi mendalam atas 
kontribusi para perempu-
an tangguh di jajaran PLN. 
Menurutnya, keberadaan 
Srikandi adalah aset stra-
tegis yang membawa per-
spektif baru dan ketelitian 
dalam setiap proses bisnis 
perusahaan.

“Srikandi bukan hanya 
simbol kekuatan, tetapi juga 
refleksi dari ketangguhan, 
ketulusan, dan kecerdasan 
perempuan dalam meng-
hadapi tantangan zaman. 
Di PLN, kami memberikan 
ruang seluas-luasnya bagi 
perempuan untuk berkarya, 
berinovasi, dan menduduki 
posisi-posisi strategis sesuai 
dengan kompetensinya,” 
ungkap Usman.

Usman menekankan bah-

wa peran perempuan di 
PLN saat ini telah melam-
paui batasan tradisional. 
Mereka hadir sebagai pem-
beri solusi di tengah trans-
formasi digital dan transisi 
energi yang tengah dijalan-
kan perusahaan.

“Di tengah perubahan 
yang begitu cepat, perempu-
an PLN telah membuktikan 
mampu hadir sebagai solusi, 
baik dalam lingkup peker-
jaan maupun kehidupan 
sosial. Mereka tidak hanya 
bertugas memastikan kean-
dalan listrik dari sisi teknis, 
tetapi juga menjadi garda 
depan dalam program-pro-
gram kemanusiaan yang 
menyentuh langsung hati 
masyarakat. Energi yang 
mereka bawa adalah energi 
perubahan yang positif bagi 
perusahaan dan bangsa,” 
tambah Usman.

Sejalan dengan semangat 
tersebut, Koordinator Sri-
kandi Champion PLN UP3 
Luwuk, Nurhamon S.RH, 
mengungkapkan bahwa 
inspirasi dari perjuangan 
Raden Ajeng Kartini men-

jadi bahan bakar bagi para 
pegawai perempuan untuk 
terus memberikan kontri-
busi terbaik bagi negeri.

“Semangat Kartini men-
ginspirasi kami untuk terus 
berinovasi dan membukti-
kan bahwa perempuan me-
miliki peran krusial dalam 
mendorong kemajuan sektor 
energi. Kami percaya, keha-
diran Srikandi tidak hanya 
memperkuat operasional, 
tetapi juga sebagai agen 
perubahan (agent of change) 
dalam pelayanan pelang-
gan serta pengembangan 
program sosial yang ber-
dampak langsung,” ungkap 
Nurhamon.

Dukungan terhadap peran 
perempuan juga ditegaskan 
oleh Manager PLN UP3 
Luwuk, Ridwan Bogie Ris-
mawan. Ia menilai profesi-
onalisme para Srikandi di 
unitnya telah memberikan 
warna tersendiri dalam pen-
capaian target-target kinerja 
perusahaan, terutama dalam 
memastikan layanan kelis-
trikan berjalan optimal bagi 
masyarakat Luwuk dan 

sekitarnya.
Selain di internal perusa-

haan, PLN juga menyoroti 
bagaimana kehadiran lis-
trik yang andal di daer-
ah-daerah terpencil mampu 
mendorong pemberdayaan 
perempuan di masyarakat 
luas. Dengan adanya akses 
energi, kaum perempuan 
di pedesaan kini memiliki 
peluang lebih besar un-
tuk mengembangkan usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) rumahan, yang 
pada akhirnya memper-
kuat ketahanan ekonomi 
keluarga.

Melalui peringatan Hari 
Kartini ini, PLN berkomit-
men untuk terus menyedia-
kan energi yang andal dan 
berkelanjutan, sembari men-
junjung tinggi kesetaraan ge-
nder dalam pembangunan 
infrastruktur ketenagalistri-
kan di Indonesia. Semangat 
dari Luwuk ini diharapkan 
mampu menjadi inspirasi 
bagi generasi muda perem-
puan untuk tidak ragu ber-
karier di bidang teknologi 
dan energi.*HJ

pu memenuhi standar yang 
ditetapkan.

“Bank Indonesia tidak 
hanya berfokus pada sek-
tor moneter, tetapi juga 
berperan aktif dalam men-
dorong pengembangan eko-
nomi syariah. Salah satunya 
melalui pelatihan seperti ini, 
yang kami selenggarakan 
secara gratis tanpa dipun-
gut biaya hingga peserta 
mendapatkan sertifikasi dari 
BNSP,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti 
36 peserta dari tujuh ka-
bupaten di Sulawesi Tengah 
dan dilaksanakan di Ka-
bupaten Banggai.

Selama pelatihan, peserta 

mendapatkan berbagai ma-
teri mulai dari teori dasar 
penyembelihan halal se-
suai syariat Islam, teknik 
penyembelihan yang baik 
dan benar, hingga praktik 
langsung di lapangan.

Selain itu, peserta juga 
dibekali pengetahuan ten-
tang penanganan daging 
pascasembelih agar tetap hi-
gienis dan layak konsumsi.

Ia mengatakan kegiatan 
ini juga menjadi langkah 
strategis dalam menciptakan 
standar yang seragam bagi 
para juru sembelih halal di 
seluruh wilayah Sulawesi 
Tengah sehingga kualitas 
produk daging yang diha-

silkan dapat terjamin keha-
lalannya.

Melalui pelatihan tersebut, 
kata dia, diharapkan lahir 
juru sembelih halal yang pro-
fesional, memiliki pemaha-
man syariat yang baik, serta 
mampu menerapkan standar 
kebersihan dan keamanan 
pangan dalam setiap proses 
penyembelihan.

Sekretaris Daerah Ka-
bupaten Banggai, Moh. 
Ramli Tongko menyampai-
kan apresiasi atas langkah 
Bank Indonesia yang dinilai 
turut berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas sum-
ber daya manusia, khusus-
nya di sektor penyediaan 

pangan halal.
Menurut dia, keberadaan 

juru sembelih halal yang 
kompeten dan tersertifikasi 
sangat penting untuk menja-
wab kebutuhan masyarakat 
terhadap produk yang ti-
dak hanya halal, tetapi juga 
aman dan higienis untuk 
dikonsumsi.

“Kegiatan ini sangat stra-
tegis karena menyentuh 
langsung kebutuhan masy-
arakat. Kami berharap para 
peserta dapat mengikuti 
pelatihan ini dengan serius 
sehingga mampu menjadi 
tenaga profesional di bi-
dangnya masing-masing,” 
ujarnya. ANT

Dalam sambutannya, An-
war Hafid juga membagikan 
kisah inspiratif seorang pen-
jual nasi kuning di Makassar 
yang selama bertahun-tahun 
menyisihkan uang Rp5 ribu 
setiap hari demi mewujud-
kan impiannya berziarah 
ke Tanah Suci. Menurut-
nya, secara logika manusia, 
perempuan tersebut mem-
butuhkan waktu puluhan 
tahun untuk bisa berhaji. 
Namun karena keyakinan 
dan kehendak Allah, se-
orang pelanggan akhirnya 
membiayai keberangkatan-
nya.

“Kalau Allah sudah me-
manggil, tidak ada yang 
tidak mungkin. Haji dan 
umrah bukan semata-mata 
karena kemampuan kita, 

tetapi karena kehendak Al-
lah,” katanya.

Anwar Hafid menyebut 
kisah tersebut sebagai bukti 
nyata bahwa perjalanan 
haji merupakan undangan 
istimewa dari Allah SWT. Ia 
bahkan membandingkannya 
dengan kebanggaan saat 
menerima undangan meng-
hadiri upacara kenegaraan 
di Istana Presiden.

“Kalau gubernur atau 
presiden yang mengundang 
saja kita merasa bangga, 
apalagi Allah SWT yang 
mengundang langsung ke 
Baitullah,” ucapnya disam-
but takbir para jemaah.

Gubernur juga mengin-
gatkan para calon haji agar 
menjaga kesehatan, mem-
perkuat niat ibadah, serta 

menjaga kekompakan sela-
ma berada di Tanah Suci. 
Menurutnya, keyakinan 
bahwa Allah yang mengun-
dang akan membuat seluruh 
rangkaian ibadah terasa 
lebih ringan.

“Kalau kita sadar yang 
mengundang adalah Al-
lah, maka tidak ada yang 
berat dalam perjalanan ini. 
Allah pasti menjaga dan 
memudahkan seluruh pro-
ses ibadah Bapak dan Ibu,” 
tuturnya.

Pada kesempatan itu, An-
war Hafid juga menying-
gung status Bandara Muti-
ara SIS Al-Jufrie Palu yang 
kini telah berstatus interna-
sional. Menurutnya, status 
tersebut menjadi peluang 
besar bagi Sulawesi Tengah 

untuk membuka penerban-
gan internasional, termasuk 
penerbangan umrah dan haji 
di masa mendatang.

Ia berharap keberadaan 
bandara internasional di 
Palu dapat semakin mem-
permudah pelayanan masy-
arakat Sulawesi Tengah, 
khususnya para jemaah 
yang akan berangkat ke 
Tanah Suci.

Pelepasan jemaah ber-
langsung penuh haru. Se-
jumlah keluarga tampak 
mengiringi keberangkatan 
sanak saudara mereka den-
gan doa dan air mata, ber-
harap seluruh jemaah dapat 
menjalankan ibadah dengan 
lancar dan kembali ke Tanah 
Air sebagai haji yang ma-
brur. **WAN

Dari hasil penggeleda-
han, petugas menemukan 
sejumlah barang yang dini-
lai berpotensi mengganggu 
keamanan di dalam lapas. 
Barang-barang tersebut 
di antaranya headset, tali, 
hingga gagang sikat yang 
telah diruncingkan.

Menurut Kalapas, te-
muan itu menjadi sinyal 
bahwa pengawasan tidak 
boleh lengah sedikit pun. 
Sebab, benda sederhana 
sekalipun dapat disalah-
gunakan dan memicu 
gangguan keamanan di 
dalam blok hunian.

“Kami tidak akan ber-
henti melakukan razia rutin 
maupun insidentil sebagai 

bentuk tanggung jawab 
menjaga kondisi lapas tetap 
aman dan kondusif,” te-
gasnya.

Meski demikian, dalam 
razia kali ini petugas tidak 
menemukan telepon geng-
gam di dalam kamar hu-
nian warga binaan. Pihak 
lapas menilai hal itu tidak 
lepas dari upaya peringatan 
dan pengawasan ketat yang 
terus dilakukan kepada 
petugas maupun warga bi-
naan terkait larangan kepe-
milikan barang terlarang.

Fent je  menegaskan, 
setiap pelanggaran akan 
diproses tanpa pandang 
bulu. Jika ditemukan keter-
libatan petugas, maka akan 

diproses sesuai mekanisme 
dan aturan yang berlaku. 
Sementara bagi warga bi-
naan, sanksi berupa pen-
cabutan hak-hak tertentu 
dapat dijatuhkan.

“Kami tidak main-main. 
Bila pelanggaran dilaku-
kan petugas, akan dipro-
ses melalui Tim Pengamat 
Pemasyarakatan. Begitu 
pula warga binaan, hak-
hak mereka bisa dicabut,” 
tandasnya.

Seluruh barang hasil ra-
zia untuk sementara di-
kumpulkan sebagai barang 
sitaan dan selanjutnya akan 
dimusnahkan secara se-
rentak di Lapas Kelas IIA 
Palu. AJI

untuk kebutuhan konsumsi 
makanan dan minuman 
setiap hari. Rerata belanja 
konsumsi tercatat men-
capai sekitar Rp2,19 juta 
per orang setiap bulan. Ini 
menjadikan sektor kuliner 
sebagai salah satu tulang 
punggung utama ekonomi 
lokal di lingkar industri 
IMIP.

Dalam riset itu dise-
butkan, secara agregat, 
aktivitas konsumsi para 
karyawan ini membentuk 
perputaran ekonomi yang 
signifikan. Total pengelu-
aran bulanan karyawan di 
kawasan IMIP diperkirakan 
mencapai Rp492 miliar, 
atau setara Rp5,9 triliun 
dalam setahun. Angka ini 
tidak hanya mencermin-
kan daya beli yang kuat, 
tapi juga menunjukkan 
besarnya kontribusi tena-
ga kerja industri terhadap 
pertumbuhan ekonomi ber-
basis masyarakat.

T ingg inya  k onsum -
si harian tersebut turut 
mendorong perkemban-
gan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) 
di wilayah Bahodopi dan 
sekitarnya. Saat ini, tercatat 
sebanyak 7.643 unit UMKM 
beroperasi di kawasan ter-
sebut, dengan komposi-
si usaha mikro sekitar 78 
persen, dan usaha kecil 22 
persen. Kehadiran UMKM 
ini berperan penting dalam 
memenuhi kebutuhan hari-
an para pekerja, terutama 
untuk alokasi kebutuhan 
makan-minum, kontrakan, 
transportasi, dan kebu-
tuhan dasar lainnya.

Di samping konsum-
si makanan, pola hidup 
karyawan usia produktif 
juga mendorong pertum-
buhan sektor pendukung 
lainnya, seperti transpor-
tasi dan indekos.  Sebagian 

besar pekerja (82,6 persen) 
tinggal di rumah kos atau 
kontrakan dengan sewa 
rata-rata Rp1,26 juta per 
bulan. Sekitar 79,3 persen 
responden juga mengelu-
arkan biaya rutin untuk 
transportasi yang turut 
menggerakkan sektor jasa 
transportasi lokal.

Menariknya, preferen-
si belanja karyawan cen-
derung kuat pada pelaku 
usaha lokal. Sebanyak 57 
persen karyawan menyata-
kan lebih sering berbelanja 
di warung atau kios lokal 
dibandingkan ke toko mo-
dern. Faktor kedekatan lo-
kasi menjadi alasan utama, 
selain pertimbangan harga 
yang lebih terjangkau dan 
kedekatan sosial dengan 
penjual. Dengan struktur 
demografi didominasi usia 
produktif serta daya beli 
kuat, kawasan IMIP di-
proyeksikan akan terus 
menjadi motor penggerak 
ekonomi lokal yang dina-
mis. Kondisi ini berpeluang 
terus menghidupkan ruang 
pertumbuhan inklusif bagi 
pelaku UMKM di Bahodo-
pi.

Situasi ini menjadi sin-
yal pentingnya dukungan 
pengembangan kegiatan 
ekonomi padat karya di 
sekitar industri padat mo-
dal di kawasan IMIP. Bank 
Indonesia Kantor Perwa-
kilan Provinsi Sulawesi 
Tengah, memandang, perlu 
penguatan untuk sektor 
perdagangan, jasa logistik, 
konstruksi, dan UMKM 
pendukung lain. 

“Langkah ini bertujuan 
membantu memperluas 
distribusi manfaat ekono-
mi dari aktivitas industri. 
Selain itu, dapat memban-
tu menciptakan lebih ba-
nyak kesempatan kerja 
bagi masyarakat lokal,” BI 

Sulteng dalam keterangan 
tertulisnya.

Dalam jangka panjang, 
penting pula diversifikasi 
struktur ekonomi daerah 
demi menjaga agar pereko-
nomian tidak terlalu rentan 
terhadap dinamika satu 
sektor utama saja. Bebera-
pa sektor potensi ekonomi 
lokal lain yang perlu di-
kembangkan adalah perta-
nian, perikanan, pariwisata, 
dan industri pengolahan 
skala menengah. Sejalan 
dengan itu, pemerintah 
daerah dapat lebih aktif dan 
responsif menjaga stabilitas 
pertumbuhan ekonomi dan 
perdagangan. 

K e p a l a  B a d a n 
Pendapatan Daerah (Ba-
penda) Provinsi Sulteng, 
Andi Irman, S.STP, MM, 
menuturkan upaya stra-
tegis yang akan ditem-
puh dengan meningkatkan 
iklim investasi kondusif 
bagi perkembangan indus-
tri serta penguatan koor-
dinasi antara pemerintah 
daerah dan pusat. 

“Selain pengelolaan po-
tensi fiskal daerah, peme-
rintah mendukung kebija-
kan hilirisasi industri untuk 
memberikan nilai tambah 
komoditas daerah,” kata 
Andi Imran. 

Dengan struktur de-
mografi yang didominasi 
oleh usia produktif serta 
kuatnya daya beli, kawasan 
IMIP diproyeksi terus men-
jadi motor penggerak eko-
nomi lokal yang dinamis, 
sekaligus mengerek per-
tumbuhan inklusif bagi pe-
laku UMKM di Kecamatan 
Bahodopi dan Kabupaten 
Morowali. Dengan begitu, 
akan tercipta keseimbangan 
pertumbuhan industri yang 
berdampak pada kesejah-
teraan masyarakat. *WAN
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SULTENG RAYA - Wakil Ketua PBSI, Tau-
fik Hidayat meminta maaf kepada masy-
arakat Indonesia setelah tim bulutangkis 

Merah Putih gagal meraih hasil terbaik di 
Thomas Cup 2026.

Tim putra Indonesia men-
catat sejarah kelam den-
gan tersingkir di fase grup 
Thomas Cup 2026. Mereka 
kalah 1-4 dari Prancis pada 
laga penentuan Grup D di 
Forum Horsens, Denmark, 

pada 29 April.
Ini adalah pertama ka-

linya Indonesia gagal lolos 
dari fase grup sejak ikut 
serta pertama kali pada 1958 
sekaligus memutus tradisi 
panjang ke babak gugur.

Atas hasil kurang me-
m u a s k a n  d i  T h o m a s 
Cup, Wakil Ketua Umum 
PBSI  Taufik Hidayat pun 
meminta maaf.

“Mungkin ini yang di-
tunggu-tunggu oleh banyak 
orang untuk tanggapan Tho-
mas Cup dan Uber Cup. 
Tentu pengurus ada kecewa 
tapi kita harus lihat dari sisi 
atlet,” kata Taufik.

“Kita harus realistis. Kita 
tahu ekspektasi terhadap 
bulutangkis begitu besar 
dan kita punya sejarah yang 

bagus 10-20-30 tahun lalu 
di Thomas Cup dan Uber 
Cup,” ucap Taufik menam-
bahkan.

Taufik juga menanggapi 
kekecewaan masyarakat 
atas hasil yang didapat tim 
bulutangkis Indonesia di 
Thomas Cup dan Uber Cup 
2026.

“Kita lihat bahasa di me-
dia sosial banyak orang ke-
cewa. Kami tidak menutupi. 
Secara umum perjuangan at-
let sudah maksimal. Mereka 
menunjukkan semangat dan 

kerja keras untuk Indone-
sia,” ucap Taufik.

“Tapi kami juga harus 
jujur bahwa pencapaian ti-
dak sesuai ekspektasi. Atas 
nama PBSI kami memohon 
maaf terhadap pencapaian 
di Thomas Cup dan Uber 
Cup. Memang olahraga 

seperti itu, kalau menang 
disanjung dan kalau kalah 
pasti ada banyak orang 
kecewa,” kata Taufik men-
ambahkan.

Sementara itu, di Uber 
Cup 2026, Indonesia meraih 
medali perunggu setelah 
kalah 1-3 dari Korea Selatan 

di semifinal, Sabtu (2/5) pe-
kan lalu. Satu-satunya poin 
kemenangan melawan Ko-
rea Selatan disumbangkan 
oleh Thalita Ramadhani 
Wiryawan. Hasil tersebut 
sesuai dengan target yang 
dicanangkan PBSI  untuk 
Tim Uber. CNN

WAKIL KETUA Umum PBSI Taufik Hidayat dalam konferensi pers, Jumat (8/5). FOTO: CNNINDONESIA/MUHAM-
MAD IKHWANUDDIN
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"Verifikasi lapangan Data 
Tunggal Sosial dan Ekonomi 
Nasional (DTSEN) telah 
masuk tahap dua dan warga 
yang tidak masuk kriteria 
miskin kami keluarkan dari 
penerima bantuan sosial 
(bansos) sektor kesehatan," 
kata Sekretaris Dinas Sosial 
Sulawesi Tengah Kiki Re-
zky, Kamis (7/5/2026).  

Menurut data Dinsos 
setempat sekitar 30.466 jiwa 
warga di Sulteng telah di-
keluarkan dari kepesertaan 
PBI JK sejak 1 Mei 2026 pada 
verifikasi tahap dua dan oto-
matis gugur dalam DTSEN.

Yang mana verifikasi 
lapangan tahap dua fokus 
pada proses penonaktifan 
kepesertaan PBI JK yang 
dianggap telah keluar dari 
kemiskinan, sebagai mana 
tindak lanjut arahan Kemen-
terian Sosial (Kemensos) 
bekerja sama dengan Badan 
Pusat Statistik (BPS), guna 
meningkatkan validitas data 
penerima bansos di daerah. 

"Kami meminta pemerin-
tah kabupaten/kota mem-
percepat verifikasi supaya 
pembaruan DTSEN dapat 
berjalan optimal dan tepat 
saran," ujarnya.

Ia mengemukakan pihak-

Kiki Rezky

30.466 Warga 
Sulteng 

di Keluarkan dari 
Kepesertaan PBI JK

SULTENG RAYA-Dinas Sosial Sulawesi 
Tengah (Dinsos Sulteng) menghentikan atau 
menonaktifkan kepesertaan Penerima Bantu-
an Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) warga 
yang tidak masuk kriteria miskin di provinsi 
itu. 

nya telah menyampaikan 
data penonaktifan tersebut 
kepada seluruh pemerintah 
kabupaten/kota di Sulteng, 
untuk ditindaklanjuti mel-
alui mekanisme sosialisasi 
kepada warga.  

Sebagai langkah awal, 
pemerintah daerah (pemda) 
diminta mempublikasikan 
daftar penerima bantuan 
yang dinonaktifkan melalui 
papan pengumuman di kan-

tor desa maupun kelurahan 
masing-masing.  

“Dengan begitu warga 
dapat mengetahui langsung 
status kepesertaan mereka 
dan melakukan pengecekan 
apabila terdapat kekeliruan 
data,” ujarnya. 

Kata Kiki, Dinsos juga 
membuka kesempatan ke-
pada warga yang merasa 
masih memenuhi syarat 
sebagai penerima bansos, 
khususnya kelompok des-
il satu hingga lima untuk 
mengajukan reaktivasi ke-
pesertaan.  

Pengajuan reaktivasi 
dapat dilakukan melalui 
dua mekanisme, yakni pe-
laporan langsung oleh war-
ga kepada pemerintah desa 
atau melalui proses verifi-
kasi ulang oleh aparat desa 
bersama pendamping sosial. 

"Verifikasi dan validasi 
data bagian penting dalam 
mendukung transformasi 
digital data sosial nasional, 
supaya penyaluran bantu-
an pemerintah lebih tepat 
sasaran dan sesuai kondisi 
riil masyarakat," tuturnya. 

Pemerintah berharap 
pembaruan DTSEN melalui 
verifikasi lapangan dapat 
meningkatkan akurasi basis 
data sosial nasional, sekali-
gus meminimalisasi potensi 
kesalahan dalam penyalu-
ran bansos. 

"Pemerintah juga mela-
kukan percepatan penera-
pan digitalisasi pengelolaan 
DTSEN guna mendukung 
satu data nasional," kata dia 
lagi. ANT

SULTENG RAYA– Men-
gantisipasi peningkatan lon-
jakan lalu lintas antar area 
ternak sapi asal Sulawesi 
Tengah menjelang Iduladha, 
Balai Karantina Hewan, Ikan 
dan Tumbuhan Sulawesi 
Tengah (Karantina Sulawesi 
Tengah) memperketat pen-
gawasan untuk menjamin 
kesehatan hewan kurban 
serta keamanan pangan asal 
hewan yang akan didistri-
busikan ke berbagai daerah.

Data lalulintas sapi yang 
keluar dari Sulawesi Tengah 
pasca idulfitri hingga Ka-
mis (7/5/2026) pada sistem 
otomasi Badan Karantina 

Indonesia Best Trust, ter-
catat sebanyak 1.815 ekor 
telah dilalulintaskan ke 
Balikpapan dan kedepan 
diperkirakan akan ada 500 
ekor lagi yang saat ini dalam 
proses pengajuan pemeriks-
aan karantina.

Kepala Karantina Sula-
wesi Tengah, Ahmad Alfian, 
menegaskan bahwa pihak-
nya telah meningkatkan 
pengawasan terhadap lalu 
lintas ternak, terutama sapi, 
baik yang masuk maupun 
keluar wilayah Sulawesi 
Tengah. 

“Pemeriksaan kesehatan 
hewan dilakukan secara 

ketat melalui serangkaian 
tindakan karantina, terma-
suk pemeriksaan fisik, veri-
fikasi dokumen kesehatan, 
serta pemantauan potensi 
penyakit hewan menular 
strategis,” jelasnya 

Lebih lanjut,  Alfian demi-
kian sering disapa menyam-
paikan tindakan karantina 
ini menjadi bagian penting 
untuk menjaga keamanan 
bahan pangan masyarakat 
karena ternak ini adalah 
untuk memenuhi kebutuhan 
daging sapi selama momen-
tum hari besar keagamaan. 
Selain itu juga untuk men-
jaga kepercayaan daerah 

tujuan terhadap kualitas 
ternak dari Sulawesi Ten-
gah, mengingat Sulawesi 
Tengah menjadi penyangga 
kebutuhan daging sapinya 
khususnya untuk wilayah 
di Kalimantan.

Alfian mengungkapkan 
kesiapan personel  dan 
kesiapan sarana instalasi 
karantina hewan menjadi 
perhatian khusus agar pe-
layanan tidak terhambat. 
“Instalasi Karantina Hewan 
Karantina Sulawesi Tengah 
yang memiliki kapasitas 
hingga 350-400 ekor. Sapi 
yang masuk telah melalui 
pemenuhan persyaratan 

PEMERIKSAAN Hewan Qurban oleh Balai Karantina Sulawesi Tengah jelang Iduladha. FOTO: DOK KARANTINA

Jelang Iduladha, Karantina Sulteng 
Awasi Ketat Lalulintas Hewan Kurban

administrasi dan pemeriks-
aan instansi terkait. Sebelum 
dilalulintaskan akan melalui 
serangkaian pemeriksaan 
selama masa karantina meli-
puti pemeriksaan kesehatan 
untuk mencegah penularan 
penyakit mematikan seperti 
Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK), Lumpy Skin Disease 
(LSD) atau penyakit lato-lato 
pada sapi, serta Brucellosis,” 
jelasnya

Selain kesiapan personil 
dan sarana prasarana, Ka-
rantina Sulawesi Tengah 
juga memperkuat sinergi 
dengan pemerintah daerah, 
pelaku usaha, serta instansi 
terkait dalam memastikan 
distribusi ternak berjalan 
lancar dan sesuai ketentuan. 
“Dengan potensi peternakan 
yang cukup besar, Sulawesi 
Tengah menjadi salah satu 
daerah penyuplai sapi un-
tuk kebutuhan Iduladha di 
wilayah lain. 

Oleh karena itu, peran 
karantina menjadi krusial 
dalam menjaga kualitas dan 
keamanan produk hewan 
yang dikirim keluar daer-
ah,” tegas Alfian

Alfian juga berharap mo-
mentum ini dapat menge-
dukasi pelaku usaha dan 
masyarakat terkait lalu-
lintas ternak khususnya 
kesehatahan hewan ternak 
dan menegaskan bahwa 
layanan dan biaya jasa ka-
rantina tidak ada pungutan 
diluar ketentuan serta tidak 
ada lagi pembayaran secara 
cash, semuanya layanan ka-
rantina sudah secara digital. 

“Melalui berbagai langkah 
strategis tersebut, Karantina 
Sulawesi Tengah menjamin 
kelancaran distribusi he-
wan kurban serta menjamin 
ketersediaan pangan yang 
sehat, aman, dan halal bagi 
masyarakat, baik di dalam 
maupun luar daerah,” im-
buhnya. ABS

SULTENG RAYA-Lem-
baga Pemasyarakatan Pe-
rempuan (LPP) Kelas III 
Palu, Sulawesi Tengah (Sul-
teng) memperkuat program 
pembinaan kemandirian 
berbasis produktivitas dan 
ketahanan pangan bagi war-
ga binaan pemasyarakatan 
(WBP). Kepala LPP Palu 
Yoesiana di Palu, Kamis 
(7/5/2026), mengatakan 
pihaknya melaksanakan 
panen perdana sebanyak 
2.000 tongkol jagung yang 
merupakan hasil optimali-
sasi lahan yang sebelumnya 
tidak produktif. “Ini panen 
perdana dari lahan yang du-
lunya tidak dimanfaatkan. 
Sekarang menjadi area per-
tanian dan perikanan dan 
melibatkan langsung warga 
binaan,” katanya. 

Ia menjelaskan program 
tersebut tidak hanya meng-
hasilkan komoditas perta-
nian dan perikanan, tetapi 
juga memberikan keteram-
pilan praktis bagi warga 
binaan sebagai bekal setelah 
kembali ke masyarakat. 

Selain panen jagung, ke-
giatan juga dirangkaikan 
dengan penaburan 1.000 
bibit ikan nila sebagai bagian 
dari pengembangan sektor 
perikanan yang terintegrasi 
dengan program ketahanan 
pangan sekaligus membuka 
peluang ekonomi. 

“Kami ingin  mereka 
punya bekal nyata saat kem-
bali ke masyarakat, baik di 
bidang pertanian, perika-
nan, maupun kewirausa-
haan,” katanya.

Sementara itu, Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah, Bagus 
Kurniawan, mengatakan 
panen tersebut menunjuk-
kan bahwa program pem-
binaan tidak lagi berhenti 
pada proses, tetapi mulai 
menghasilkan output yang 
terukur dan berdampak. 

“Kita ingin pembinaan 
tidak hanya berjalan, tetapi 
menghasilkan. Ini bukti bah-
wa warga binaan mampu 
produktif dan memberi nilai 
tambah,” ujarnya. 

Menurut Bagus, hasil pro-
gram kemandirian tersebut 
tidak hanya dimanfaatkan 
untuk kebutuhan internal, 
tetapi juga memiliki potensi 
ekonomi melalui kerja sama 
dengan pihak ketiga.  

Ia menambahkan, pro-
gram tersebut sejalan den-
gan Asta Cita Presiden serta 
15 Program Aksi Kemente-
rian Imigrasi dan Pemasy-
arakatan, khususnya dalam 
mendorong kemandirian 
warga binaan dan kontri-
busi terhadap penyediaan 
pangan bergizi.  

 “Hasilnya bisa mendu-
kung PNBP dan membe-
rikan premi bagi warga 
binaan. Ini bagian dari sis-
tem pembinaan yang ber-
kelanjutan dan berdampak 
ekonomi,” ujarnya. 

Ia menegaskan komit-
men Ditjenpas Sulteng men-
dorong program pemasy-
arakatan yang tidak hanya 
berfokus pada pembinaan, 
tetapi juga menghasilkan 
warga binaan yang produk-
tif, mandiri, dan siap kem-
bali berkontribusi di tengah 
masyarakat. ANT

SULTENG RAYA-Uni-
versitas Tadulako kembali 
mencatat capaian positif 
dalam peningkatan mutu 
pendidikan tinggi. Pada 
2026, kampus tersebut men-
ambah satu program studi 
dengan predikat akreditasi 
“Unggul”, kini total pro-
gram studi unggul di ling-
kungan Untad mencapai 35 
program studi.

Program Studi Ekonomi 
dan Pembangunan jenjang 
Sarjana berhasil meraih 
akreditasi “Unggul” dari 
LAMEMBA berdasarkan 
Keputusan LAMEMBA 
Nomor 053/DE/A.5/LA-
MEMBA-U/IV/2026. Status 
akreditasi tersebut berlaku 
mulai 27 April 2026 hingga 
27 April 2031.

Capaian itu dinilai men-
jadi bukti komitmen Untad 
dalam membangun budaya 
mutu berkelanjutan di se-
luruh unit akademik. Predi-
kat unggul diberikan setelah 
melalui asesmen menye-
luruh terhadap berbagai 
aspek, mulai dari kualitas 

pembelajaran, kurikulum, 
sumber daya manusia, pe-
nelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, hingga sistem 
penjaminan mutu internal.

Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. 
Amar, ST., MT, mengatakan 
keberhasilan tersebut me-
rupakan hasil kerja bersama 
seluruh sivitas akademika 
dalam meningkatkan kua-
litas pendidikan di lingkun-
gan kampus.

“Penambahan satu pro-
gram studi dengan kate-
gori unggul di tahun 2026 
menjadi capaian yang san-
gat membanggakan bagi 
Universitas Tadulako. Ini 
menunjukkan bahwa upaya 
peningkatan kualitas akade-
mik, tata kelola, penelitian, 
dan pelayanan pendidikan 
yang selama ini dilakukan 
telah berada pada jalur yang 
tepat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi 
kontribusi seluruh pihak 
yang terlibat dalam proses 
peningkatan mutu program 
studi.

“Kami mengapresiasi 

JAJARAN Kanwil Ditjenpas Sulteng melaksanakan panen perdana 
2.000 jagung di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) LPP 
Palu, Sulteng. FOTO: ANT/HO-KANWIL DITJENPAS SULTENG

LPP Palu Perkuat Pembinaan 
Berbasis Ketahanan 

Pangan Bagi Warga Binaan

FOTO: Gedung Untad

Prodi Ekonomi Untad Raih 
Akreditasi Unggul

kerja keras seluruh fakul-
tas, program studi, dosen, 
tenaga kependidikan, ma-
hasiswa, serta alumni yang 
terus berkontribusi dalam 
meningkatkan mutu pen-
didikan di Untad. Predikat 
unggul bukan hanya se-
buah pengakuan, tetapi juga 
tanggung jawab untuk terus 
menjaga kualitas dan mem-
berikan layanan pendidikan 
terbaik kepada masyarakat,” 
katanya.

Dengan total 35 program 
studi unggul pada 2026, 

Untad optimistis mampu 
meningkatkan daya saing lu-
lusan sekaligus memperkuat 
kepercayaan masyarakat 
terhadap kualitas pendidi-
kan tinggi di Sulawesi Ten-
gah. Kampus tersebut juga 
terus mendorong seluruh 
program studi mencapai 
standar akreditasi terbaik 
melalui penguatan tata ke-
lola, inovasi pembelajaran, 
peningkatan kualitas riset, 
serta pengembangan kerja 
sama di tingkat nasional 
maupun internasional.*ENG


